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ABSTRAK 
 
ANDI RISMAWATI, B11110004, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor: 747/Pid.B/2012/PN. Mks) dibawah 
bimbingan Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H. sebagai pembimbing I dan 
Kaisaruddin Kamaruddin, S.H. sebagai pembimbing II.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum 
pidana dan pertimbangan Majelis Hakim pada tindak pidana penipuan pada 
Putusan Perkara Nomor : 747/Pid.B/2012/PN.Mks. 
Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Makassar dengan 
menggunakan jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian 
hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Jenis data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik 
pengumpulan data Penulis memperoleh data dengan menganalisis kasus 
putusan dan dengan mengambil data dari kepustakaan yang relevan yaitu 
literatur, buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
masalah tersebut, serta mengambil data secara langsung dari sebuah putusan 
pengadilan yang berupa wawancara kepada Hakim yang berkaitan dalam 
menangani kasus penipuan.  
       Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu: Pertama, 
penerapan hukum pidana terhadap perkara dengan Nomor: 747/Pid.B/ 
2012/PN.Mks adalah merupakan rumusan dakwaan pertama Pasal 378 KUHP 
dan dakwaan kedua Pasal 1 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951/LN No. 78 
Tahun 1951 tentang Penipuan dan tanpa hak menguasai atau menyimpan 
senjata api atau amunisi. Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum menuntut 
terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menyimpan senjata 
api atau amunisi berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi 
maupun keterangan terdakwa, maka penerapan hukum pidana materiil pada 
perkara ini yakni Pasal 378 KUHP dan Pasal 1 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 
1951/LN No. 78 Tahun 1951  telah sesuai dan tepat. Kedua, Pertimbangan 
hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam perkara 
putusan No. 747/Pid.B/2012/PN.Mks, oleh Majelis Hakim terdakwa dipidana 
dengan pidana penjara 7 bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak 
pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP dan menyimpan senjata api atau 
amunisi pada Pasal 1 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951/LN No. 78 Tahun 
1951. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap 
pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan 
baik dari pertimbangan  yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, 
alat bukti yang ada, keyakinan Hakim serta hal-hal lain yang mendukung serta 
sanksi pidana yang dijatuhkan masih sangat ringan, tidak cukup untuk 
menimbulkan efek jera yang memberikan rasa takut bagi terpidana pada 
khususnya, dan khalayak ramai pada umumnya sebagaimana fungsi pidana 
pada mestinya.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring 
dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas 
dimana manusia tumbuh dan berkembang pula. Namun belakangan ini, 
terjadi berbagai distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia yang 
kemudian dikenal sebagai krisis moral. Bertambahnya angka 
pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan terhadap dampak 
fenomena ini. Meningkatnya angka pengangguran memberikan pengaruh 
besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemudian dengan 
tingkat kesejahteraan yang rendah, sebagian masyarakat lebih cenderung 
tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Karena 
dengan tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk 
mempertahankan hidup, sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai 
dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku. 
Kejahatan sebagai suatu fenomena yang kompleks harus dipahami 
dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini dibuktikan dalam keseharian, kita 
dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan 
yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Perkembangan teknologi 
informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan hukum, ikut pula 
berimbas kepada perkembangan kejahatan. Sederhananya, peraturan 
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perundang-undangan yang semakin banyak dan rumit seolah-olah 
memaksa pelaku kejahatan untuk semakin kreatif dan inovatif dalam 
melaksanakan kegiatan kejahatannya. Kejahatan sebagai fenomena 
sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan ada habis-habisnya. 
Mengenai masalah ini dapat dilihat dari pemberitaan media masa 
seperti surat kabar, majalah dan televisi yang selalu saja memuat berita 
tentang terjadinya kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang masih 
sangat marak terjadi di masyarakat yaitu penipuan. Bagi para oknum, 
tindak pidana penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan 
bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi 
yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui 
serangkaian kata bohong ataupun fiktif. Sekarang ini banyak sekali terjadi 
tindak pidana penipuan, bahkan telah berevolusi secara apik dengan 
berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin 
tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan yang 
semakin kompleks.  
Salah satu bentuk perbuatan penipuan adalah melakukan penipuan 
dengan memakai atribut pihak kepolisian dan tanpa hak menyimpan dan 
menguasai senjata api atau amunisi. Perbuatan penipuan tersebut 
dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan 
rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan 
masyarakat. 
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Adapun contoh kasus terkait dengan tindak pidana penipuan 
sebagaimana Penulis teliti yaitu terjadinya tindak pidana penipuan dengan 
menggunakan senjata api atau amunisi. Tindak pidana yang dilakukan 
pelaku yaitu tindak pidana penipuan yang dimana pelaku menggunakan 
seragam kepolisian lengkap dengan amunisi yang membuat korban 
percaya bahwa pelaku seoarang anggota kepolisian. Pelaku menipu 
korban dengan meminjam uang kepada korban dan menggadaikan 
sebuah barang bukti berupah 1 unit sepeda motor. Sepeda motor yang di 
gadaikan pelaku terhadap korban ternyata tidak sesuai dengan surat 
tanda nomor kendaraan (STNK). Kasus ini akan di teliti dan Penulis 
mengangkat ini sebaagai penelitian dalam bentuk Skripsi. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan 
masalahan yang timbul adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana 
penipuan pada Putusan Perkara No. 747/PID.B/2012/PN. MKS ? 
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak 
pidana penipuan pada Putusan Perkara No. 747/PID.B/2012/PN. 
MKS? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana 
penipuan pada Putusan Perkara No. 747/PID.B/2012/PN.MKS. 
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2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
tindak pidana penipuan pada Putusan Perkara No. 747/ PID.B/2012/ 
PN.MKS. 
Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk 
pembahasan mengenai tindak pidana penipuan. Yang dapat 
dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa terhadap penulisan-
penulisan yang terkait dengan tindak pidana penipuan dan tanpa hak 
menyimpan dan menguasai senjata api atau amunisi selanjutnya. 
2. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas kepada Penulis 
mengenai pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap tindak pidana penipuan pada Putusan Perkara No. 
747/PID.B/2012/PN.MKS. Sebagai penelitian yang dapat 
berwawasan ilmiah. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan 
sumbangan pengetahuan bagi almamater kami, yaitu Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana  
Pembentuk undang-undang dalam berbagai perundang-undangan 
menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari 
“strafbaar feit” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang 
sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara 
harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian 
dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa 
yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan 
bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.1  
Moeljatno2 menerjemahkan istilah “strafbaar feit” dengan perbuatan 
pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah 
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai 
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang 
melanggar larangan tersebut. 
Menurut Wirjono Prodjodikoro3 bahwa dalam perundang-undangan 
format indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi 
dalam UUDS 1950, yakni dalam Pasal 14 (1). Secara substantif 
pengertian dan istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu 
                                                           
1
 P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 181 
2
 Mahrus Ali, 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal. 97  
3
 Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hal. 33 
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kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh 
gejala alam. 
Teguh Prasetyo4 merumuskan bahwa. 
“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang 
dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain 
perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya 
dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak 
berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).” 
 
Menurut Pompe5, perkataan “tindak pidana” secara tegas teoritis 
dapat dirumuskan sebagai berikut : 
“Sesuatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum 
yang dengan sengeja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan 
oleh seseorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku 
tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan umum. 
 
Jonkers6 merumuskan bahwa : 
“Tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai 
suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang 
berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan 
oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.” 
 
Menurut E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi7 bahwa tindak pidana 
mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, yaitu : 
1. Subjek; 
2. Kesalahan; 
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan; 
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang 
Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan 
pidana; 
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainya). 
 
                                                           
4
 Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.49. 
5
 P.A.F. Lamintang 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 182 
6
 Adami Chazawi, 2001, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 75 
7
Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002. Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapanny, Storia Grafika, 
Jakarta, hlm.211 
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Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok 
dakam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan 
pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang 
telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan 
diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan 
asas legalitas (Principle of Legality) yang menentukan bahwa tidak ada 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan 
terlebih dahulu dalam perundang-undangan (Nullum Delictum Nulla Poena 
Sine Praevia Lege Poenali). 
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana  
Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu  
atau mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan 
kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, 
demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah 
mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu 
dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok 
kejahatan dan pelanggaran.8 
a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat 
dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. 
Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran 
adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal 
ini dapat diketahui  dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak 
                                                           
8
 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Makassar, hal. 28 
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ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana 
kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman 
pidana penjara.  
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 
formil dan tindak pidana materil.  
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang 
dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. 
Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak 
memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan 
sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada 
perbuatannya. Tindak pidana materil adalah menimbulkan akibat 
yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat 
yang dilarang itulah yang dipertanggung-jawabkan dan dipidana.  
c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana 
sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). 
Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam 
rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung 
unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja 
adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.  
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara 
tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi 
dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisi.  
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Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya 
berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang 
untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota 
tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang 
dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak 
pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif murni dan 
tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni 
adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak 
pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya 
adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif 
yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya 
berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara 
tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu 
akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau 
mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.  
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan 
antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi 
dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus 
menerus.  
Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga 
untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau 
waktu singkat saja, disebut juga dengan aflopende delicten. 
Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa 
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sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni 
setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung 
terus menerus yang disebut dengan voordurende delicten. Tindak 
pidana ini juga dapat disebut sebagai tindak pidana yang 
menciptakan suatu keadaan yang terlarang.  
f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
umum dan tindak pidana khusus.  
Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang 
dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi  hukum pidana materil 
(Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah 
semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.  
g. Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) 
dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat 
dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).  
Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan 
untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan 
yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang 
yang berkualitas tertentu saja, misalnya: pegawai negeri (pada 
kejahatan jabatan) dan nakhoda (pada kejahatan pelayaran).  
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, 
maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana 
aduan.  
11 
Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak 
pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap 
pembuatnya dan tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang 
berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang 
dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya 
pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.  
i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat 
dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana 
diperberat dan tindak pidana yang diperingan.  
Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang 
dibentuk menjadi :  
1. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat 
juga disebut dengan bentuk standar;  
2. Dalam bentuk yang diperberat;  
3. Dalam bentuk ringan.   
Pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, 
artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara 
itu, pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan tidak 
mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekedar 
menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk 
pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang 
bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam 
rumusan. Adanya faktor pemberat atau faktor peringan 
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menjadikan ancaman pidana terhadap bentuk tindak pidana yang 
diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih 
ringan dari pada bentuk pokoknya.   
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya 
dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif9 
dan unsur objektif.10  
Unsur-unsur subjektif11 dari suatu tindak pidana adalah : 
a. Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa) ;  
b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging 
seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; 
c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, 
pemalsuan, dan lain-lain;  
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad yang 
terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;  
e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak 
pidana menurut Pasal 308 KUHP.   
 
Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:  
a. Sifat melawan hukum atau wederrechttelijkheid;  
b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai 
negeri;  
c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.  
 
Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa 
teoretis. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang 
tercermin pada bunyi rumusannya. 
                                                           
9
 Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku dan 
termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung  di dalam hatinya. 
10
 Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam 
keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan. 
11 P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 193-194.  
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Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teori. 
Batasan tindak pidana oleh teoretis, yakni: Moeljatno, R.Tresna, 
Vos12 yang merupakan penganut aliran monistis13 dan Jonkers,  
Schravendijk14 yang  merupakan penganut aliran dualistis.15 
Menurut Moeljatno16, unsur tindak pidana adalah : 
a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia; 
b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang;  
c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum; 
d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung-
jawabkan; 
e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat. 
 
Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. 
Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian 
ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman 
(diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan 
itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Dari rumusan R. Tresna17, 
tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni: 
a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia);  
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
c. Diadakan tindakan penghukuman. 
 
                                                           
12 Adami Chazawi, 2001, Pelajaran Hukum Pidana 1 , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 79 
13 Monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat untuk  adanya pidana harus mencakup dua hal, yakni 
sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa di dalam pengertian 
perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (criminal act) dan 
pertanggungjawaban pidana kesalahan (criminal responsibility). 
14 Adami Chazawi, 2001, Pelajaran Hukum Pidana 1 , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 
15 Dualistis adalah pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. 
Menurut pandangan ini, tindak pidana hanya dicakup criminal act dan criminal responsibility tidak menjadi unsur 
tindak pidana.Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan 
adanya perbuatan yang dirumuskan oleh Undang-Undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya 
suatu dasar pembenar.  
16
 Adami Chazawi, 2001, Pelajaran Hukum Pidana 1 , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 
17
 Ibid, hal 80 
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Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman 
yang menunjukkan bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang 
selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan). Berbeda dengan 
pendapat Moeljatno karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu 
tidak selalu dijatuhi pidana.   
Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut 
paham dualistis tersebut tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana 
itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-
undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur 
yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri 
pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai 
perbuatannya.  
Dibandingkan dengan pendapat penganut paham monistis memang 
tampak berbeda dengan paham dualistis. Dari batasan yang dibuat 
Jonkers18 dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: 
a. Perbuatan (yang);  
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);  
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);  
d. Dipertanggungjawabkan. 
  
Sementara itu, Schravendijk19 dalam batasan yang dibuatnya dapat 
dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : 
a. Kelakuan (orang yang);  
b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;  
c. Diancam dengan hukuman;  
d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);  
e. Dipersalahkan atau kesalahan.  
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 Ibid, hal 81 
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 Ibid. 
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4. Cara Merumuskan Tindak Pidana 
Buku II dan Buku III KUHP berisi tentang rumusan tindak pidana 
tertentu. Terkait cara pembentuk undang-undang dalam merumuskan 
tindak pidana pada kenyataannya memang tidak seragam. Dalam hal ini 
akan dilihat dari 3 (tiga) dasar pembedaan cara dalam merumuskan tindak 
pidana dalam KUHP.20 
a. Cara Pencantuman Unsur-unsur dan Kualifikasi Tindak 
Pidana.  
Dapat dilihat bahwa setidak-tidaknya ada 3 (tiga) cara perumusan, 
yaitu:  
1) Dengan mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi, dan 
ancaman pidana. Cara yang pertama ini merupakan cara yang 
paling sempurna, terutama dalam hal merumuskan tindak pidana 
dalam bentuk pokok atau standar dengan mencantumkan unsur-
unsur objektif maupun unsur-unsur subjektif, misalnya Pasal 378 
KUHP (Penipuan). Unsur pokok atau unsur esensial adalah unsur 
yang membentuk pengertian yuridis dari tindak pidana tertentu. 
Unsur-unsur ini dapat dirinci secara jelas dan untuk menyatakan 
seseorang bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan 
menjatuhkan pidana, semua unsur itu harus dibuktikan dalam 
persidangan.  
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 Ibid, hal. 115-121 
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2) Dengan mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan 
mencantumkan ancaman pidana. Cara ini merupakan cara yang 
paling banyak digunakan dalam merumuskan tindak pidana dalam 
KUHP. Tindak pidana yang menyebutkan unsur-unsur pokok 
tanpa menyebutkan kualifikasi dalam praktik kadang-kadang 
terhadap suatu rumusan tindak pidana diberi kualifikasi tertentu.  
3) Hanya mencantumkan kualifikasinya tanpa unsur-unsur dan 
mencantumkan ancaman pidana. Tindak pidana yang dirumuskan 
dengan cara ini merupakan yang paling sedikit. Terdapat pada 
pasal-pasal tertentu, seperti Pasal 351 (1) KUHP tentang 
Penganiayaan. 
b. Dari Sudut Titik Beratnya Larangan. 
Dari sudut titik beratnya larangan, dapat dibedakan antara 
merumuskan dengan cara formil dan dengan cara materil. 
1) Dengan Cara Formil   
Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan 
dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan 
tertentu. Jadi, yang menjadi pokok larangan dalam rumusan ini 
adalah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya 
dengan selesai tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi 
larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa 
bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan. 
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2) Dengan Cara Materil  
Perumusan dengan cara materil ialah yang menjadi pokok 
larangan tindak pidana yang dirumuskan adalah menimbulkan 
akibat tertentu disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat 
konstitutif. Titik berat larangannya adalah menimbulkan akibat, 
sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu 
tidak menjadi persoalan. Dalam hubungannya dengan selesainya 
tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana bukan 
bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi bergantung 
pada wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau 
belum. Jika wujud perbuatan itu telah selesai, namun akibat belum 
timbul tindak pidana itu belum selesai, maka yang terjadi adalah 
percobaan. 
c. Dari Sudut Pembedaan Tindak Pidana Antara Bentuk Pokok, 
Bentuk yang Lebih Berat, dan yang Lebih Ringan. 
1) Perumusan dalam Bentuk Pokok  
Jika dilihat dari sudut sistem pengelompokan atau 
pembedaan tindak pidana antara bentuk standar (bentuk pokok 
dengan bentuk yang diperberat dan bentuk yang lebih ringan. 
Cara merumuskan dapat dibedakan antara merumuskan tindak 
pidana dalam bentuk pokok dan dalam bentuk yang diperberat 
dan atau yang lebih ringan. Bentuk pokok pembentuk undang-
undang selalu merumuskan secara sempurna dengan 
mencantumkan semua unsur-unsur secara lengkap.   
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2) Perumusan dalam Bentuk yang Diperingan dan yang 
Diperberat 
Rumusan dalam bentuk yang lebih berat dan atau lebih 
ringan dari tindak pidana yang bersangkutan, unsur-unsur bentuk 
pokoknya tidak diulang kembali atau dirumuskan kembali, 
melainkan menyebut saja pasal dalam bentuk pokok (Pasal 364, 
373, 379) atau kualifikasi bentuk pokok (Pasal 339, 363, 365) dan 
menyebutkan unsur-unsur yang menyebabkan diperingan atau 
diperberatnya tindak pidana itu.  
B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Penipuan.  
1. Pengertian Penipuan  
Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, 
terdapat 2 (dua) sudut pandang yang harus diperhatikan, yakni menurut 
pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut pengertian 
Yuridis, penjelasannya adalah sebagai berikut :  
a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
Disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau 
perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan 
maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan 
berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). 
Dengan demikian, berarti yang terlibat dalam penipuan adalah 2 (dua) 
pihak, yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu dan orang yang 
tertipu. Jadi, penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau 
membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan 
19 
maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan 
dirinya atau kelompok.  
b. Menurut Pengertian Yuridis  
Pengertian tindak pidana penipuan adalah dengan melihat dari segi 
hukum sampai saat ini belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. 
Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu defenisi melainkan 
hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat 
dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan 
menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :  
“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai 
nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun 
rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan 
barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau 
menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana 
penjara paling lama empat Tahun.”   
 
Pidana bagi tindak pidana penipuan adalah pidana penjara 
maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi, delik penipuan 
dipandang lebih berat daripada delik penggelapan karena pada delik 
penggelapan ada alternatif denda. Oleh karena itu, penuntut umum yang 
menyusun dakwaan primair dan subsidair kedua pasal ini harus 
mencantumkan tindak pidana penipuan pada dakwaan primair, sedangkan 
dakwaan subsidair adalah penggelapan. Menurut Cleiren21 bahwa tindak 
pidana penipuan adalah tindak pidana dengan adanya akibat 
(gevolgsdelicten) dan tindak pidana berbuat (gedragsdelicten) atau delik 
komisi. 
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 Andi hamzah, 2010, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP , Sinar Grafika, Jakarta, hal. 
112. 
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan  
Dalam KUHP tentang Penipuan terdapat dalam BAB XXV Buku II. 
Pada bab tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan 
dalam 20 Pasal, masing-masing pasal mempunyai nama khusus. 
Keseluruhan pasal pada BAB XXV ini dikenal dengan sebutan bedrog 
atau perbuatan orang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan orang 
adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Berdasarkan rumusan 
tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu :  
a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain secara melawan hukum .  
Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, 
yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah 
tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih 
membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. 
Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan 
dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa 
keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.  
b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak 
penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, 
tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).  
Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara 
pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat-alat 
penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah 
sebagai berikut: 
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1) Nama Palsu  
Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan 
dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut 
sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain 
yang sama dengan nama dan dengan dia sendiri, maka penipu 
dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan 
belit dusta.  
2) Tipu Muslihat  
Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan 
sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan 
kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu 
kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan 
melainkan perbuatan atau tindakan.  
3) Martabat atau Keadaan Palsu  
Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bila 
mana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada 
dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan 
hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut. 
4) Rangkaian Kebohongan  
Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat 
penggerak. Hal ini dipertegas oleh HogeRaad22 dalam Arrest 8 
Maret 1926, bahwa : 
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“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara 
berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang 
sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi 
kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal 
balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah 
merupakan suatu kebenaran.”  
  
Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara 
tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima 
secara logis dan benar. Dengan demikian, kata yang satu 
memperkuat atau membenarkan kata orang lain.  
5) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu 
barang, atau memberi utang, atau menghapus utang.  
Dalam perbuatan menggunakan orang lain untuk 
menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal 
antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini 
dipertegas oleh HogeRaad23 dalam Arrest 25 Agustus 1923, 
bahwa : 
“Harus terdapat suatu hubungan sebab manusia antara 
upaya yang digunakan dengan penyerahan yang 
dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi 
sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak 
dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan 
pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-
alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk 
menyesatkan seseorang yang normalsehingga orang 
tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu 
harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang 
sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang. 
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C. Tinjauan Umum Senjata Api dan Amunisi 
1. Pengertian Senjata Api 
Senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang 
ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, 
yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar 
mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan 
dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan 
termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan 
untuk dipasang pada alat demikian. 
Menurut ordonansi Senjata Api tahun 1939 jo UU Darurat Nomor 12 
Tahun 1951, senjata api termasuk juga: 
1. Bagian-bagian dari senjata api 
2. Meriam-meriam dan vylamen werpers (penyembur api) termasuk 
bagiannya 
3. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa 
mengindahkan kalibernya 
4. Slachtpistolen (pistol penyembeli/pemotong) 
5. Sein pistolen (pistol isyarat) 
6. Senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), 
start revolvers (revolver perlombaan), shijndood pistolen (pistol 
suar), schijndood revolvers (revolver suar) dan benda-benda 
lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk 
mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya. 
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Adapun pengertian Senjata Api, yaitu: 
1. Senjata yang nyata-nyata dipandang sebagai mainan anak- 
anak; 
2. Senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang 
kuno atau barang antik; 
3. Sesuatu senjata yang tidak tetap terpakai atau dibuat 
sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan. 
Berdasarkan dengan ketentuan TNI dan POLRI ada beberapa 
penggolongan senjata api yaitu : 
1. Pistol/Revolver dari berbagai macam tipe dan kaliber; 
2. Pistol Mitraliur dari berbagai macam tipe dan kaliber; 
3. Senapan, dari berbagai macam tipe dan kaliber; 
4. Senapan Mesin, dari jenis senapan mesin ringan dan berat; 
5. Roket Launcher untuk semua jenis; 
6. Mortir, untuk semua jenis; 
7. Meriam, untuk semua jenis; 
8. Peluru kendali, untuk semua jenis. 
2. Amunisi 
Amunisi adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan 
sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan 
peledak atau mesiu dan dapat ditembakkan atau dilontarkan 
dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan 
kepada suatu sasaran tertentu guna merusak atau 
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membinasakan.  Amunisi, pada bentuknya yang paling sederhana, terdiri 
dari proyektil dan bahan peledak yang berfungsi sebagai propelan.  
Balistika adalah ilmu mengenai gerakan, sifat, dan efek dari proyektil, 
khususnya peluru, bom gravitasi, roket, dan lain-lain;  ilmu atau 
seni merancang dan mengerakkan proyektil untuk mendapatkan hasil 
yang diinginkan. Sedangkan bahan peledak adalah material yang tidak 
stabil secara kimia atau energikal, atau dapat menghasilkan 
pengembangan mendadak dari bahan tersebut diikuti dengan 
penghasilan panas dan perubahan besar pada tekanan (dan biasanya 
juga kilat atau suara besar) yang biasa disebut ledakan.24 
3. Izin Kepemilikan Senjata Api  
Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api, yang 
dirumuskan sebagai berikut:25 
“Dalam Pasal 9 UU tersebut dikatakan bahwa setiap orang yang 
bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki 
senjata api harus harus mempunyai izin pemakaian senjata api 
menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara.” 
 
Dengan dasar itu, setiap izin yang keluar untuk kepemilikan atau 
pemakaian senjata api (IKSA) harus ditanda tangani langsung oleh Kapolri 
dan tidak bisa didelegasikan kepada pejabat lain seperti Kapolda. Untuk 
kepentingan pengawasan Polri juga mendasarkan sikapnya pada Undang-
Undang Nomor. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan Menurut 
Undang-undang Senjata Api. 
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peraturan yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-undang  Nomor 8 Tahun 1948, Tentang Pendaftaran dan 
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Menurut undang-undang tersebut ada persyaratan-persyaratan 
utama yang harus dilalui oleh pejabat baik secara perseorangan maupun 
swasta untuk bisa memiliki dan menggunakan senjata api. Pemberian izin 
itu pun hanya dikeluarkan untuk kepentingan yang dianggap layak. 
Misalnya untuk olahraga, izin hanya diberikan kepada anggota Perbakin 
yang sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani dan 
memilki kemahiran menembak serta mengetahui secara baik peraturan 
dan perundang-undangan mengenai penggunaan senjata api. 
Izin kepemilikan senjata api yang bertujuan untuk bela diri hanya 
diberikan kepada pejabat tertentu. Menurut ketentuannya, mereka harus 
dipilih secara selektif. Mereka masing-masing adalah pejabat swasta atau 
perbankan, pejabat pemerintah, TNI/Polri dan Purnawirawan. 
Untuk pejabat swasta atau bank, mereka yang diperbolehkan 
memiliki senjata api masing-masing : presiden direktur, presiden 
komisaris, komisaris, direktur utama, dan direktur keuangan. Untuk 
pejabat pemerintah, masing-maasing Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, 
Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian juga Gubernur, Wakil 
Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD-I dan Anggota DPR/MPR. 
Adapun untuk jajaran TNI/Polri mereka yang diperbolehkan memiliki 
hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat serendah-
rendahnya Kolonel namun memiliki tugas khusus. Demikian pula untuk 
Purnawirawan. Yang diperbolehkan hanyalah Perwira Tinggi dan Perwira 
Menengah dengan pangkat terakhir Kolonel yang memiliki jabatan penting 
di Pemerintahan/Swasta. 
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D. Perbarengan Tindak Pidana ( CONCURSUS ) 
1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana ( CONCURSUS ) 
Menurut Zainal Abidin Farid26 dalam hal penyertaan suatu delik 
dilakukan oleh beberapa orang, dalam gabungan delik satu orang 
melakukan beberapa delik. Gabungan delik yang Penulis lain memakai 
istilah perbarengan sebagai terjemahan istilah Belanda (samenloop), 
adalah tersangka mewujudkan lebih dari satu delik dan antara satu delik 
dan perbuatan ini tidak ada penjatuhan pidana. Memori van Toelichting 
(memori penjelasan) WvS (KUHP) berbunyi sebagai berikut. 
Dezelfde persoon schulding is aan meer dan een vergrijnp tegen de 
strafwet, terwijl nog geen dezer her eener regtelijke besslissing heeft 
uitgemaakt (orang yang sama bersalah melakukan lebih dari satu 
pelanggaran terhadap undang-undang pidana, sedangkan belum ada 
putusan hakim yang dijatuhkan atas hal itu). 
Jika perbuatan-perbuatan tersebut diantarai oleh penjatuhan pidana, 
ia bukan gabungan delik tetapi residive. Artinya setelah melakukan delik ia 
dipidana, kemudian melakukan delik lain lagi. Dalam gabungan delik, tidak 
perlu diadili sekaligus, dapat pula dilakukan bertahap. Artinya, satu 
persatu perbuatan (delik) itu disidangkan dan diputus oleh hakim. Akan 
tetapi, pidana yang akan dijatuhkan diperhitungkan dengan pidana yang 
dijatuhkan sebelumnya, berdasarkan aturan gabungan delik (Pasal 71 
KUHP). 
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Seringkali perkara concursus disidangkan bertahap karena baru 
ketahuan tersangka telah mewujudkan delik lain setelah dia diadili untuk 
delik pertama. 
Perbarengan merupakan permasalan yang bertalian dengan 
pemberian pidana. Dalam ajaran umum tentang perbarengan dibicarakan 
maksimal ancaman pidana yang diterapkan. Beberapa tindak pidana itu 
pada waktu yang sama atau secara bertahap harus diadili. Bentuk 
perbarengan jangan dicampur aduk dengan residif. Ada perbarengan 
apabila dilakukan beberapa tindak pidana sebelum salah satu tindak 
pidana itu diajukan kepengadilan. Tidaklah penting apakah tindak pidana–
tindak pidana itu diajukan kepengadilan pada waktu yang sama atau 
secara bertahap (Pasal 63 SR dari Belanda diganti dengan Pasal 71 
KUHP). 
Istilah samenloop van strafbare feiten atau bahasa Jerman 
verbrechens konkurrenz (gabungan delik), ada pakar yang 
mempersoalkan seperti Von Liszt27 menyebutnya gesetzeskonkurrenz 
(gabungan peraturan perundang-undangan karena satu perbuatan atau 
feit (seperti dimaksud Pasal 63 ayat 1 KUHP) hanya dapat mengakibatkan 
satu feit saja. Oleh karena itu, Schaffmeister et. al.28 menyebut gabungan 
delik dalam Pasal 63 ayat 1 KUHP yang orang Belanda sebut sebagai 
eendaadse samenlop (gabungan satu perbuatan) sebagai gabungan 
peraturan, sedangkan concursus realis yang merupakan gabungan 
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 Utrecht, 1965 Rangkaian Sari Kuliah Umum Pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya. Hal 141. 
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 Schaffmeister, Keijzer & Sutorius, 2007, Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal 181 
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beberapa perbuatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 65, 66, dan 70 
sebagai gabungan perbuatan (feiten). 
Ada bermacam-macam pandangan mengenai gabungan delik atau 
concursus ini. Ada yang mengupasnya sebagai bagian tersendiri, ada pula 
yang memandangnya hanya sebagai hal penentuan pidana yang akan 
dijatuhkan. Van Hamel menguraikan gabungan delik sebagai bagian 
hukum pidana tersendiri dengan alasan lain, yaitu berkaitan dengan 
masalah ne bis in idem dan ajaran rumusan delik (delictsomschrijvingen). 
Memang Pasal 76 KUHP menyebut “satu perbuatan” (een feit). Apa yang 
dimaksud dengan satu perbuatan (een feit) dalam gabungan delik dan ne 
bis in idem itulah yang menjadi persoalan rumit yang akan di bahas 
selanjutnya. 
Schaafmeister et. al.29 juga menyebut gabungan delik sebagai 
permasalahan yang berkaitan dengan pemberian pidana. Kalau gabungan 
delik menyangkut hanya ukuran pidana yang akan dijatuhkan, ketentuan 
tantang gabungan delik ini menjadi kurang penting karena hakim pada 
umumnya menjatuhkan pidana jauh dibawah maksimum. Jika dikenal 
adanya minimum khusus pidana dalam KUHP (seperti beberapa delik 
dalam RKUHP), barulah hal ini menjadi penting karena hakim tidak boleh 
menjatukan pidana dibawah minimum khusus akan tetapi akan lebih 
penting jika dikaitkan dengan ketentuan ne bis in idem dan rumusan delik. 
Begitu pula, dalam penjumlahan semua pidana. 
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a. Menurut Rumusan KUHP 
Menurut Barda Nawawi Arief, sebenarnya didalam KUHP tidak ada 
definisi concursus, namun demikian dari rumusan pasal-pasalnya 
diperoleh pengertian sebagai berikut: 
a) Ada concorsus Idealis, apabila (Pasal 63) 
 Suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana. 
b) Ada perbuatan berlanjut, apabila (Pasal 64) 
 Seseorang melakukan beberapa perbuatan. 
 Perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau 
pelanggaran. 
 Antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa 
sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. 
Catatan :  
Mengenai unsur “ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus 
dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, MvT memberi tiga 
kriteria: 
1. Harus ada satu keputusan kehendak. 
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis. 
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu 
lama. 
c) Ada Concorsus Realis, apabila (Pasal 65) 
 Seseorang melakukan beberapa perbuatan 
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 Masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri-sendiri sebagai suatu 
tindak pidana (kejahatan /pelanggaran), jadi tidak perlu sejenis 
atau berhubungan satu sama lain. 
Catatan : 
Diantara perbuatan-perbuatan yang dilakukan (pada concursus 
realis dan perbuatan berlanjut) harus belum ada keputusan hakim. 
b. Menurut pendapat para sarjana 
Adanya istilah “perbuatan/feit” dalam pasal-pasal diatas 
menimbulkan masalah yang cukup sulit, khususnya dalam hal 
terdakwa hanya melakukan satu perbuatan. Kesulitan itu timbul 
karena dalam ilmu pengetahuan hukum pidana “perbuatan” (feit) itu 
ada yang meninjau secara materil, secara fisik jasmaniah, yaitu 
dipikirkan terlepas dari akibatnya, terlepas dari unsur-unsur 
subyektif dan unsur-unsur tambahan (dikenal dengan ajaran feit 
materiil); dan ada pula yang melihatnya dari sudut hukum yaitu 
yang dihubungkan dengan adanya akibat/keadaan yang terlarang. 
Sehubungan dengan kesulitan itu, maka para sarjana 
mengemukakan beberapa pendapat sebagai berikut : 
1. HAZEWINKEL-SURINGA. 
Ada concursus Idealis apabila suatu perbuatan yang sudah 
memenuhi suatu rumusan delik, mau tidak mau (eo ipso ) masuk 
pula dalam peraturan pidana lain. 
Misal : 
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 Perkosaan dijalan umum, disamping masuk Pasal 285 
(perkosaan) juga mau tidak mau masuk Pasal 281 (melanggar 
kesusilaan dimuka umum). 
2. POMPE 
Ada Concorsus Idealis, apabila orang melakukan suatu perbuatan 
konkrit yang diarahkan kepada satu tujuan merupakan 
benda/objek aturan hukum. 
Misal : 
 Bersetubuh dengan anaknya sendiri yang belum 15 tahun; 
perbuatan ini masuk Pasal 294 (perbuatan cabul dengan 
anaknya sendiri yang belum cukup umur) dan Pasal 287 
(bersetubuh dengan wanita yang belum 15 tahun diluar 
perkawinan). 
3. TAVERNE 
Ada Concursus Idealis, apabila : 
 Dipandang dari sudut hukum pidana ada dua perbuatan atau 
lebih; dan 
 Antara perbuatan-perbuatan itu tidak dapat dipikirkan terlepas 
satu sama lain. 
Misal : 
 Orang dalam keadaan mabuk mengendarai mobil di waktu 
malam tanpa lampu. Dalam hal ini perbuatan hanya satu yaitu 
“mengendarai mobil”, tetapi dilihat dari sudut hukum ada dua 
33 
perbuatan yang masing-masing dapat dipikirkan terlepas satu 
sama lain, yaitu : pertama, “mengendarai mobil dalam keadaan 
mabuk” (menggambarkan keadaan orang/pelakunya) dan 
kedua “mengendarai mobil tanpa lampu diwaktu malam” 
(menggambarkan keadaan mobilnya). Jadi hal ini ada 
concursus realis. 
4. VAN BEMMELEN 
Ada concursus idealis, apabila : 
 Dengan melanggar satu kepentingan hukum. 
 Dengan sendirinya melakukan perbuatan (feit) yang lain pula. 
Misal : 
 Perkosaan dijalan umum (melanggar Pasal 285 dan Pasal 281 
KUHP). 
Khusus mengenai penjelasan MvT mengenai kriteria untuk 
adanya “perbuatan berlanjut” seperti dikemukakan diatas, Simons 
tidak sependapat. Mengenai syarat “ada satu keputusan 
kehendak”, Simons mengartikannya secara umum dan lebih luas 
yaitu “tidak berarti harus ada kehendak untuk tiap-tiap kejahatan”. 
Berdasarkan pengertian yang luas ini, maka tidak perlu perbuata-
perbuatan itu sejenis, asal perbuatan itu dilakukan dalam rangka 
pelaksanaan satu tujuan. 
Misal :  
34 
 Untuk melampiaskan balas dendamnya kepada kepada B, A 
melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan berupa meludahi, 
morebek bajunya, memukul dan akhirnya membunuh. 
2. Pengaturan Di Dalam KUHP 
Didalam KUHP diatur dalam Pasal 63 s/d 71yang terdiri dari : 
a. Perbarengan peraturan (Concursus Idealis) : Pasal 63 
b. Perbuatan berlanjut (Delictum Continuantum/voortgezette 
handeling) : Pasal 64. 
c. Perbarengan perbuatan (Concursus Realis) Pasal : 65 s/d 71. 
3. Penjatuhan Pidana Pada Concursus  
Ada empat stelse bertalian dengan pemberian pidana dalam kasus 
perbarengan sebagai mana dikutip Amir Ilyas30 dalam bukunya yaitu : 
a. Stelsel absorpsi : ada beberapa ketentuan pidana yang harus 
diterapkan, dan dalam hal ini yang paling berat saja yang 
diterapkan, ketentuan-ketentuan yang lain tidak diperhatikan; 
b. Stelsel Absorpsi yang diperberat : berlaku bagi concursus realis 
atau gabungan perbuatan (meerdaadse samenlop) yang 
tercantum dalam Pasal 65 KUHP; 
c. Stelsel kumulasi : untuk tiap tindak pidana dapat dijatuhkan pidana 
secara tersendiri. Namun, semua pidana itu dijumlahkan dan 
diolah satu pidana; 
                                                           
30
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d. Stelsel kumulasi terbatas : dalam hal ini dipakai stelsel kumulasi 
dengan pembatasan, yaitu semua pidana yang dijumlahkan tidak 
boleh melampaui maksimum ancaman pidana yang paling berat 
dengan suatu persentase tertentu. 
 
E. Tinjauan Umum Terhadap Putusan Hakim  
1. Pengertian Putusan Hakim  
Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah : 
“putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan 
perkara pidana. Dengan adanya “putusan hakim”diharapkan para 
pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat 
memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus 
dapat memersiapkan langkah berikutnya, yaitu menerima putusan, 
melakukan upaya hukum banding atau kasasi, melakukan grasi, dan 
sebagainya.  
 
Pengertian “Putusan Pengadilan” menurut Leden Marpaung 
adalah:31 
“Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah 
dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat 
berbentuk tertulis maupun lisan.” 
 
Bab I angka 11 KUHAP menyebutkan “Putusan Pengadilan” adalah:  
“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka 
yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala 
tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini.”   
 
Pengertian “Putusan Pengadilan” menurut Lilik Mulyadi ditinjau dari 
visi teoretik dan praktik adalah :32 
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“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam 
persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah 
melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada 
umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan 
dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan 
tujuan penyelesaian perkaranya.” 
 
2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim 
a. Putusan Bebas (Vrijspraak)  
Secara teoretik, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa 
Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “Vrijspraak”, sedangkan 
dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “Acquittal”. Pada dasarnya, 
esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
sebagaimana didakwakan Jaksa atau Penuntut Umum dalam surat 
dakwaan. Putusan bebas dijatuhkan oleh Majelis Hakim oleh karena dari 
hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas 
perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum.Akan tetapi, menurut penjelasan pasal demi 
pasal atas Pasal 191 (1) KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud 
dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan 
meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas 
dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan 
hukum acara pidana. Secara yuridis dapat disebutkan bahwa putusan 
bebas apabila Majelis Hakim setelah memeriksa pokok perkara dan 
bermusyawarah beranggapan bahwa :33 
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1. Ketiadaan alat bukti seperti ditentukan asas minimum 
pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatieve 
wettelijke bewijs theorie) sebagaimana dianut dalam KUHAP. 
Jadi, pada prinsipnya Majelis Hakim dalam persidangan tidak 
cukup membuktikan tentang kesalahan terdakwa serta hakim 
tidak yakin terhadap kesalahan tersebut.  
2. Majelis Hakim berpandangan terhadap asas minimum 
pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah 
terpenuhi, tetapi Majelis Hakim tidak yakin akan kesalahan 
terdakwa.   
b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag van 
alle Rechtsvervolging)  
Ketentuan Pasal 191 (2) KUHAP mengatur secara eksplisit tentang 
putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle 
Rechtsvervolging). Pada pasal tersebut di atas, putusan pelepasan dari 
segala tuntutan hukum dirumuskan dengan redaksional bahwa :  
“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan 
kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu 
tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan 
hukum.”   
 
Dengan demikian bahwa titik tolak ketentuan Pasal 191 (2) KUHAP 
ditarik suatu konklusi dasar bahwa pada putusan pelepasan, tindak pidana 
yang didakwakan oleh Jaksa atau Penuntut Umum memang terbukti 
secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat 
dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan 
“perbuatan pidana". 
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c. Putusan Pemidanaan ( Veroordeling )  
Putusan pemidanaan atau “Veroordeling” padadasarnya diatur dalam 
Pasal 193 (1) KUHAP dengan redaksional bahwa :   
“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan 
tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan 
menjatuhkan pidana.”   
 
Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin 
berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan 
bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat 
dakwaan. Hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP. Selain itu, 
jika dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, terdakwa tidak dilakukan 
penahanan, maka dapat diperintahkan Majelis Hakim supaya terdakwa 
tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang dilakukan itu diancam 
dengan pidana penjara lima Tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana 
itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 (4) huruf b KUHAP 
dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam aspek terdakwa dilakukan 
suatu penahanan, pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap 
berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup 
alasan untuk itu (Pasal 193 Ayat 2 KUHAP). 
3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan  
a. Pertimbangan Yuridis  
Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih  
putusan bebas (vrijspraak), hakim harus benar-benar menghayati arti 
amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan 
fungsi dan kewenangannya masing-masing.  
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Lilik Mulyadi34 mengemukakan bahwa : 
“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian 
unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan 
perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak 
pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga 
pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan 
hakim.   
 
Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah pendapat atau 
alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang 
menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada 
putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim 
terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul 
dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan saksi, keterangan 
terdakwa, dan barang bukti.  
Lilik Mulyadi35 mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat 
dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni : 
“Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan 
pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh 
undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam 
putusan. Pertimbangan non - yuridis dapat dilihat dari latar belakang 
terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan 
agama terdakwa.” 
   
Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan berorientasi dari lokasi 
kejadian (locus delicti) , waktu kejadian (tempus delicti) , dan modus 
operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, harus 
diperhatikan akibat langsung  atau tidak langsung dari perbuatan 
terdakwa, barang bukti yang digunakan, dan terdakwa dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Setelah fakta-fakta 
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dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim 
mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh 
penuntut umum yang sebelumnya telah dipertimbangkan korelasi antara 
fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur-unsur kesalahan 
terdakwa. Setelah itu, majelis mempertimbangkan dan meneliti apakah 
terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan 
dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. Pertimbangan 
yuridis dari tindak pidana yang didakwakan harus menguasai aspek 
teoretik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang 
ditangani kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya. 
Menurut Lilik Mulyadi36 setelah diuraikan mengenai unsur-unsur 
tindak pidana yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan 
pertimbangan hakim, antara lain : 
1. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan 
secara detail, terperinci, dan substansial terhadap tuntutan pidana 
dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat 
hukum. 
2. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan 
secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan 
pledoi terdakwa atau penasihat hukum. 
3. Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan 
mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum 
dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum. 
  
Dalam putusan hakim, harus juga memuat hal-hal apa saja yang 
dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan 
berlangsung. Hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak jujur, 
terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah 
dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Hal-hal yang bersifat 
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meringankan adalah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap 
baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa 
masih muda, dan lain sebagainya. 
b. Pertimbangan Sosiologis  
Kehendak rakyat Indonesia dalam penegakan hukum ini tertuang 
dalam Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang rumusannya:  
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan 
itu dengan tidak ada kecualinya”. 
  
Sebagai upaya pemenuhan yang menjadi kehendak rakyat ini, maka 
dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang salah satunya 
adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman dengan tujuan agar penegakan hukum di negara ini dapat 
terpenuhi. Salah satu Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 yang berkaitan dengan masalah ini adalah :  
Hakim sebagai penegak hukum menurut Pasal 5 (1) Undang- 
Undang No. 48  Tahun 2009 bahwa : “Hakim wajib menggali, 
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 
hidup dalam masyarakat”. 
   
Dalam penjelasan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar 
putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, 
hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup 
di kalangan rakyat sehingga dia harus turun langsung ke tengah-tengah 
masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami 
perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
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Dengan demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan  
hukum dan rasa keadilan masyarakat.  
Berkaitan dengan hal tersebut, dikalangan praktisi hukum terdapat 
kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya 
sekedar sebagai pranata hukum belaka yang penuh dengan muatan 
normatif dan diikuti dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya 
sangat ideal dan normatif Dengan penggunaan kajian moral dan kajian 
ilmu hukum (normatif), pengadilan cenderung dibebani tanggung jawab 
yang teramat berat dan nyaris tidak terwujudkan.  
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh 
hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara adalah :  
1. Memperhatikan sumber hukum tertulis dan nilai-nilai yang hidup 
dalam masyarakat. 
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-
nilai yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan 
terdakwa.  
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, 
peranan korban.  
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan.  
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa 
yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. 
Penjatuhan putusan apapun bentuknya akan berpengaruh besar 
bagi pelaku, masyarakat, dan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, semakin 
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besar dan banyak pertimbangan hakim, maka akan semakin mendekati 
keputusan yang rasional dan dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, 
harus juga diperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di Indonesia, 
yakni hakim harus berusaha untuk menetapkan hukuman yang dirasakan 
oleh masyarakat dan oleh terdakwa sebagai suatu hukuman yang 
setimpal dan adil.  
Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memerhatikan hal-hal 
sebagai berikut : 
d. Sifat tindak pidana (apakah itu suatu tindak pidana yang berat 
atau ringan).  
e. Ancaman hukuman tehadap tindak pidana itu.  
f. Keadaan dan suasana waktu melakukan tindak pidana tersebut 
(yang memberatkan atau meringankan). 
g. Pribadi terdakwa yang menunjukkan apakah dia seorang 
penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang 
penjahat untuk satu kali ini saja; atau apakah dia seorang yang 
masih muda atau pun seorang yang telah berusia tinggi.  
h. Sebab-sebab untuk melakukan tindak pidana.  
i. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara (apakah dia 
menyesal tentang kesalahannya atau dengan keras 
menyangkal, meskipun telah ada bukti yang cukup akan 
kesalahannya).  
j. Kepentingan umum.    
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c. Pertimbangan Subjektif  
Perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-
undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau 
beberapa orang). Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu 
perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan 
agar dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus 
dipenuhi adalah sebagai berikut:  
1. Harus ada perbuatan, memang benar ada suatu kegiatan yang 
dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan ini 
terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami 
oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.  
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dirumuskan 
dalam ketentuan hukum. Artinya, perbuatan sebagai suatu 
peristiwa hukum yang memenuhi isi ketentuan hukum yang 
berlaku pada saat itu. Pelakunya benar-benar telah berbuat 
seperti yang terjadi dan pelau wajib mempertanggungjawabkan 
akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenaan dengan 
syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada perbuatan 
yang tidak dapat dipersalahkan dan pelaku pun tidak perlu 
mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak 
dipersalahkan itu dapat disebabkan karena dilakukan oleh 
seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, 
membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu 
keselamatan dan dalam keadaan darurat.  
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3. Harus terjadi adanya kesalahan yang dapat dipertanggung-
jawabkan. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau 
beberapa orang tersebut dapat dibuktikan sebagai suatu 
perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.  
4. Harus melawan hukum, artinya suatu perbuatan yang 
berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya 
nyata atau jelas bertentangan dengan aturan hukum.  
5. Harus tersedia ancaman hukumnya, kalau ada ketentuan-
ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan 
dalam suatu perbuatan tertentu dan ketentuan itu memuat 
sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman tersebut 
dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang 
harus dilaksanakan oleh pelaku. Apabila dalam suatu ketentuan 
tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan 
tertentu dalam tindak pidana, maka pelaku tidak perlu 
melaksanakan hukuman tertentu. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian yang dipilih Penulis untuk mendapatkan data dan 
informasi mengenai permasalahan adalah bertempat di Kota Makassar, 
Propinsi Sulawesi Selatan. Lokasi tersebut menjadi pilihan Penulis sebab 
Kota Makassar merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar 
yang telah mengadili Tindak Pidana Penipuan pada Putusan Perkara 
Nomor: 747/Pid.B/2012/PN.Mks. Pengumpulan data dan informasi 
dilaksanakan di berbagai tempat yang dianggap Penulis dapat 
memberikan kontribusi dalam penelitian ini. Tempat-tempat yang 
dimaksud adalah Pengadilan Negeri Makassar. Selain itu, proses 
penelitian juga berlangsung di Universitas Hasanuddin terkait dengan 
referensi-referensi yang diperoleh dari studi pustaka yang dilakukan di 
Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas 
Hukum UIniversitas Hasanuddin.   
 
B. Jenis dan Sumber Data  
Jenis penelitian dalam Penulisan hukum ini adalah penelitian hukum 
normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum 
normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku 
meliputi undang-undang yang mempunyai relevansi dengan 
permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.37 Penelitian hukum ini 
juga memerlukan data yang berupa tulisan dari para ahli atau pihak yang 
                                                           
37
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , PT Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, hal. 14 
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berwenang serta sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan 
permasalahan yang diteliti. Penulis juga menggunakan penelitian 
lapangan. Penelitian lapangan disini tidak seperti penelitian hukum 
empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang 
dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait 
dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penelitian hukum yang dilakukan 
di Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian hukum ini dilakukan dalam 
bentuk suatu wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat dari 
para pihak yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang ada.  
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer dan data sekunder.38 
1. Data Primer, yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari 
sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok 
bahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap 
memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang 
ada. 
2. Data Sekunder, adalah data-data yang siap pakai dan dapat 
membantu menganalisa serta memahami data primer. Data 
sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh Penulis 
secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder ini 
akan diperoleh dengan berpedoman pada literatur-literatur sehingga 
dinamakan penelitian kepustakaan. Data diperoleh melalui studi 
kepustakaan dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan 
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yang ada maupun melalui pendapat para sarjana atau ahli hukum. 
Data sekunder tersebut terdiri dari :  
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu 
Undang-Undang.  
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan 
bahan hukum primer, terdiri dari buku–buku (literatur), artikel atau 
makalah, baik yang tersaji dalam bentuk cetak maupun elektronik, 
maupun pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan 
masalah yang diteliti.  
c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder, misalnya : kamus, ensiklopedia, dan lain 
sebagainya.   
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  
1. Sumber data yang diperoleh dari penelitian pustaka (library 
research), yaitu buku kepustakaan, artikel, peraturan perundang-
undangan, yurispudensi, dan karya ilmiah yang ada hubungannya 
dengan objek penelitian.  
2. Sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan (field 
research), yaitu pihak–pihak yang dianggap memiliki kompetensi 
dan relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas dan 
diperoleh melalui proses wawancara.   
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C. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut :  
1. Melalui Proses Wawancara  
Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber 
secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui 
tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi, serta cita-cita 
dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana 
penipuan. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara 
dilakukan Penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait 
dengan permasalahan yang telah dirumuskan.  
2. Studi Pustaka  
Penulis melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab 
permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis 
bahan–bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang 
dikaji,  baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan 
tersier.   
 
D. Analisis Data  
Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah dan 
menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis 
kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah 
dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, 
kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, 
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persamaan, pendapat, dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan 
bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang 
dilakukan oleh Penulis. Metode berpikir dalam mengambil kesimpulan 
adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang 
bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang 
bersifat khusus. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A.  Penerapan Hukum Pidana dalam Putusan Perkara Nomor 
:747/Pid.B/2012/ PN.MKS. 
1. Posisi Kasus 
Pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2012 sekitar jam 14.30 wita di Jl. 
Dangko No.1 Makassar Andi Rasyid R. Halim alias Aci dengan maksud 
untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan 
hukum dengan memakai nama palsu, identitas palsu, dengan tipu 
muslihat, ataupun rangkaian kata bohong, menggerakan orang lain 
supaya memberikan suatu barang atau supaya utang atau menghapuskan 
piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
Awal mulanya Dg. Rate, umur 41 tahun tetangga Aci yang 
sementara duduk didalam rumahnya sambil minum kopi, karena Aci 
sudah ada didepan rumahnya dimana kebetulan rumah iparnya itu 
berhadapan dengan tempat tinggal terdakwa Andi Rasyid R. Halim Alias 
Aci sehingga pada saat itu Aci memanggil Dg. Rate keluar dari rumah dan 
Aci mengatakan kepada Dg. Rate bahwa dia adalah anggota Intel Polda 
bahkan Aci memperlihatkan senjata pistol yang terselip dipinggangnya 
kemudian Aci mempertanyakan bahwa ada orang disini yang sering 
terima gadai motor, lalu Dg. Rate mengatakan ada 2 (dua) orang yang 
sering terima gadai (yang dia maksud yaitu HJ. Tia dan Dg. Singara) 
namun hari ini kemungkinan tidak ada orangnya kemungkinan besok. 
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Pada hari Jumat tanggal 02 Maret sekitar jam 15.00 wita Aci datang 
menemui Dg. Rate untuk mengantarnya kerumah Hj. Tia namun Hj. Tia 
tidak ada dana sehingga Aci di antar lagi kerumah Dg. Singara. Setelah 
mereka sampai dirumah Dg. Singara, Dg. Rate membicarakan maksud 
kedatangannya dengan Aci dimana Dg. Rate mengatakan bahwa Aci ini 
akan menggadaikan motornya namun belum ada karena motor tersebut 
masih dipegang oleh temannya dan untuk menyakinkan bahwa motor 
tersebut milik Aci, dia memperlihatkan bukti pembayaran angsuran 
motornya, Aci akan memberikan nomor telopon dialer namun pada saat 
itu nomor tersebut ada di handpone satunya sehingga Aci keluar pergi 
mengambil nomor handponenya tersebut sedangkan Dg. Rate pamit 
pulang. Andi Rasyid R.Halim Alias Aci kembali kerumah Dg. Singara. Dg. 
Singara percaya kepada Aci bgitupun dia percaya kalau Aci seorang 
anggota Polri. Dg. Singara menyerahkan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta 
rupiah) dengan kwitansi ke Andi Rasyid R. Halim Alias Aci. Sesudah Aci di 
berikan uang dia  pergi mengambil sepeda motornya yang sebelumnya 
dijaminkan, Aci pergi bersama anak lelaki Dg. Singara bernama Muh 
Bakri. Tidak lama Muh Bakri dan Aci membawa pulang sepeda motor 
Suzuki Satria FU DD 2712 IC milik Aci. Esok harinya Dg. Singara 
memeriksa motor tersebut dengan mencocokan identitas motor tersebut 
sesuai STNK yang diserahkan Aci namun STNK tersebut tidak cocok 
dengan nomor rangka sepeda motor. Dg. Singara segara menghubungi 
Dg. Rate bahwa motor dan STNK nya berbeda nomor rangka dan nomor 
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mesin tetapi nomor polisi sama. Dg. Rate menghubungi Andi Rasyid R. 
Halim Alias Aci memberitahukan masalahnya dan Aci mengatakan akan 
menukar STNK nya karena menurutnya kalau STNK tersebut tertukar 
dengan STNK motor lain di tempat dia menggadaikan motornya 
sebelumnya. Dg. Singara terus menerus  menghubungi Aci tetapi Aci 
memberikan banyak alasan hingga akhirnya Dg. Singara melaporkan Andi 
Rasyid R. Halim Alias ACI ke kantor polisi. 
 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
KESATU : 
Bahwa terdakwa Andi Rasyid R.Halim alias Aci pada hari jumat 
tanggal 2 Maret 2012 sekitar pukul 14.30 wita atau sekitar waktu itu 
atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam 
bulan maret 2012, bertempat di jalan plat lain yang masih dalam 
wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar Dangko Lorong 31 
No.1 Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate Kota Makassar 
Negeri Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu 
yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri 
Makassar, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain secra melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau 
martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata 
kebohongan, menggerakan orang lain, untuk menyerahkan barang 
sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun 
menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa 
dengan cara sebagai berikut: 
 
Awal mulanya sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, 
terdakwa Andi Rasyid R.Halim Alias Aci mendatangi rumah saksi 
korban Dg. Singara dan terdakwa pada saat datang kerumah saksi 
korban tersebut, terdakwa mengaku kepada saksi koraban bahwa 
terdakwa adalah anggota intel dari kepolisian sambil terdakwa 
membawa pistol mainan yang diselipkan di pinggang terdakwa 
dengan maksud terdakwa agar saksi korban yakin bahwa terdakwa 
adalah benar-benar anggota kepolisian, dan saksi korban semakin 
yakin bahwa terdakwa adalah benar anggota kepolisian setelah 
terdakwa memperlihatkan foto terdakwa yang memakai seragam 
kepolisian, selanjutnya terdakwa datang kerumah saksi korban Dg. 
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Singara tersebut dengan tujuan untuk meminjam uang kepada saksi 
korban. 
 
Bahwa setelah terdakwa berhasil menyakinka saksi korban 
bahwaterdakwa adalah anggota polisi, terdakwa langsung meminta 
uang korban sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi 
korban Dg. Singara langsung menyerahkan uang tersebut kepada 
terdakwa karena saksi korban Dg. Singara percaya kalau terdakwa 
benar anggota polisi dan terdakwa juga menyerahkan jaminan 
kepada saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria 
FU dengan Nomor Polisi DD 2712 IC namun terdakwa menyerahkan 
STNK sepeda motor tersebut dengan STNK sepeda motor yang 
palsu hal tersebut diketahui saksi korban Dg. Singara setelah 
terdakwa menyerahkan STNK tersebut kepada saksi korban, saksi 
korban langsung mencocokkan STNK tersebut dengan sepeda motor 
milik terdakwa (DD 2712 IC) namun STNK yang asli atau STNK 
sepeda motor dengan nomor polisi DD 2712 IC milik terdakwa dan 
korban saksi akhirnya menelpon terdakwa bahwa STNK sepeda 
motor dengan nomor polisi DD 2712 IC yang diserahkan terdakwa 
kepada saksi korban tidak cocok dengan STNK yang diserahkan 
terdakwa kepada saksi korban dan pada saat terdakwa ditelpon oleh 
saksi korban untuk menyerahkan STNK sepeda motor yang asli atau 
STNK sepeda motor yang sebenarnya namun terdakwa hanya 
memberikan janji-janji palsu kepada saksi korban hingga akhirnya 
saksi korban merasa curiga bahwa terdakwa menipu saksi korban 
kemudian saksi korban akhirnya melaporkan terdakwa ke pihak 
berwajib. 
 
Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Dg. Singara 
mengalami kerugian yang ditafsir Rp. 4.00.000.- (empat juta rupiah). 
 
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
 
KEDUA : 
 
Bahwa terdakwa Andi Rasyid R.Halim Alias Aci pada hari minggu 
tanggal 4 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 wita atau sekira waktu itu 
atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam 
bulan Maret, bertempat di Kamar kos terdakwa yang beralamat Jl. 
Kumala Permai No. 76 Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu 
tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum 
Pengadilan Negeri Makassar, Yang Tanpa hak memasukkan ke 
Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, 
menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai atau 
membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam 
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miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 
mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata 
api, amunisi atau bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan oleh 
terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
 
Awal mulanya sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, 
terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Dg. Singara kemudian 
atas laporan korban Dg. Singara ke pihak yang berwajib, petugas 
langsung melakukan pengembangan ke rumah kost terdakwa yang 
beralamat di jalan Kumala Permai dengan tujuan petugas untuk 
melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari hasil penipuan yang 
dilakukan oleh terdakwa Aci selanjutnya di rumah kost terdakwa 
tersebut petugas telah menemukan 3(tiga) butir amunisi beserta 
dengan atribut pakaian seragam polri milik terdakwa Andi Rasyid 
R.Halim alias Aci dan terdakwa memiliki dan menguasai 3 (tiga) butir 
amunisi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib serta 3 
(tiga) butir amunisi tersebut dimiliki terdakwa yang tidak ada 
hubungan dengan pekerjaan terdakwa sehubungan dengan 
terdakwa adalah bukan anggota polri melainkan terdakwa Aci adalah 
seorang mahasiswa. 
 
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam 
pidana pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 
1951/LN No. 78 Tahun 1951. 
 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada akhir 
uraiannya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili 
perkara ini memutuskan sebagai berikut : 
1. Menyatakan terdakwa Andi Rasyid R. Halim Alias Aci terbukti 
secara sah dan menyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana 
“penipuan dan tanpa hak menguasai senjata api atau amunisi”. 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan 
pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. 
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4. Memerintahkan agar tahanan terdakwa tetap dalam tahanan. 
5. Menyatakan brang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi tanda 
terima uang dari Singara senilai Rp. 4.000.000.- (empat juta 
rupiah) 1 (satu) buah mainan yang berbentuk menyerupai pistol, 1 
(satu) sarung senjata api sejenis pistol, 1 (satu) lembar pakaian 
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dinas harian (PDH) Polri dengan tanda pangkat IPDA dengan 
Brivet Samapta dan Scuba Dliving, 1 (satu) lembar pakaian dinas 
harian (PDH) Polri jenis Polwan, 3 (tiga) lembar pas photo lelaki 
Andi Rasyid R. Halim mengenakan PDH dengan IPDA, 1 (satu) 
butir amunisi /peluru senjata api jenis pistol revolver, 2 (dua) butir 
amunisi/peluru senjata api jenis laras panjang M16, 1 (satu) 
lambing reskim jenis kalung ID penyidik pembantu, dirampas 
untuk dimusnakan, 1 (satu) pasang plat nomor jenis sepeda motor 
dengan nomor DD 2712 IC, 1 (satu plat nomor jenis sepeda motor 
dengan nomor DD 4888 JU, 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria 
FU warnah merah tanpa plat, 1 (satu) lembar STNK Motor DD 
2712 IC atas nama Saing Pamme dikembalikan kepada yang 
paling berhak. 
6. Menetapkan supaya terpidana dibebani untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Perkara 
Nomor :747/Pid.B/2012/PN.MKS. 
Adapun rincian pertimbangan-pertimbangan hakim yang tertera 
dalam Putusan Perkara Nomor : 747/Pid.B/2012/PN.MKS adalah sebagai 
berikut : 
 Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan olej Jaksa 
Penuntut Umum dengan dakwaa sebagaimana dalam surat dakwaan 
No. Reg. Perk : PDM-323/Mks/Ep.1/05/2012 tanggal 02 Mei 2012 
yang melanggar pasal sebagaimana dalam dakwaan Pasal 378 
KUHP dan Pasal 1 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951/LN No. 
78 Tahun 1951; 
 Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan 
terdakwa yang selengkapnya termuat didalam berita acara; 
 Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang 
bukti berupa : 
 Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka terdakwa akan 
dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan 
memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan 
sebagai berikut : 
  
Yang Memberatkan : 
 Terdakwa telah merugikan orang lain dan meresahkan 
masyarakat; 
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Yang Meringankan : 
 Terdakwa berlaku sopan dipersidangan; 
 Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya; 
 Terdakwa masih ingin bersekolah; 
 Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; 
 Menimbang, bahwa masa tahanan terdakwa harus di perhitungkan 
seluruhnya dari masa tahanan yang dijatuhkan; 
 Menimbang barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi tanda 
terima uang dari Singara senilai Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) 
1 (satu) buah mainan yang berbentuk menyerupai pistol, 1 (satu) 
sarung senjata api sejenis pistol, 1 (satu) lembar pakaian dinas 
harian (PDH) Polri dengan tanda pangkat IPDA dengan Brivet 
Samapta dan scuba Dliving, 1 (satu) lembar pakaian dinas harian 
(PDH) Polri jenis Polwan, 3 (tiga) lembar pas photo Andi Rasyid 
R.Halim mengenakan PDH dengan IPDA, 1 (satu) butir amunisi 
/peluru senjata api jenis pistol revolver, 2 (dua) butir amunisi/peluru 
senjata api jenis laras panjang M 16, 1 (satu) lambing reskim jenis 
kalung ID penyidik pembantu, dirampas untuk dimusnakan, 1 (satu) 
pasang plat nomor jenis sepeda motor dengan nomor DD 2712 IC, 1 
(satu plat nomor jenis sepeda motor dengan nomor DD 4888 JU, 1 
(satu) sepeda motor Suzuki Satria FU warnah merah tanpa plat, 1 
(satu) lembar STNK Motor DD 2712 atas nama Saing Pamme. 
 Menimbang bahwa karena terbukti bersalah maka terdakwa harus 
dibebani pula membayar biaya perkara; 
 Memperhatikan pasal (dakwaan yang terbukti) dan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana. 
 
1. Pembuktian  
Dari fakta persidangan diperoleh alat bukti berupah keterangan 
saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adapun alat 
bukti serta fakta dalam persidangannya sebagai berikut : 
1. Saksi Dg. Singara 
 
 Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani 
dan rohani dan akan memberikan keterangan yang 
sebenarnya. 
 Bahwa saksi sudah mengerti sebabya sehubungan dengan 
adanya laporan pengaduan saya tentang adanya perbuatan 
penipuan yang terjadi pada diri saya. 
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 Saksi menjelaskan bahwa adapun pelakunya adalah Andi 
Rasyid R.Halim Alias Aci umur 23 tahun pekerjaan Anggota Dit 
Intel Polda Sulsel Alamat Jl. Kumala Makassar. 
 Saksi menerangkan bahwa mengetahui kalau Andi Rasyid 
R.Halim Alias Aci sebagai anggota Dit Intel Polda Sulsel dari 
pengakuannya sendiri dan pelaku juga datang kerumah saya 
dengan menyandang senjata (pistol) dan juga menunjukkan 
fotonya yang menggenakan seragam polri. 
 Saksi menjelaskan bahwa yang saksi alami adanya 
penyerahan sejumlah uang sebesar Rp. 4.000.000.- (empat 
juta rupiah) dan dijanjikan akan dikembalikan. 
 Saksi menjelaskan bahwa adapun sebabnya pelaku 
menjanjikan setelah menerima uang dari pelaku maka pelaku 
akan menebus sepeda motornya jenis Suzuki Satria FU DD 
2712 IC miliknya yang digadaikan kepada teman pelaku yang 
tinggal di Jl. Rappocini Raya Makassar dan saya berani 
memberikan uang kepada pelaku karena saya percaya bahwa 
pelaku tidak berbuat macam-macam karena pelaku sebagai 
anggota POLRI. 
 Saksi menjelaskan bahwa pelaku menunjukan STNK dan 
sepeda motornya jenis Suzuki Satria FU DD 2712 IC tersebut 
kepada saya namun setelah saya teliti dengan baik ternyata 
tidak sama STNK dengan identitas kendaraan yang diserahkan 
kepada saya. 
 Saksi menjelaskan bahwa saya menghubungi pelaku dan 
pelaku menjanjikan akan membawa STNK yang sesuai dengan 
identitas kendaraan yang diserahkan kepada saya namun 
pelaku tidak datang sampai tertangkap oleh polisi. 
 Saksi menjelaskan bahwa pada saat penyerahan uang tersebut 
ada dibuat tanda terima berupa kwitansi yang ditanda tangani 
oleh Andi Rasyid. 
 Saksi menjelaskan bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 
2 Maret 2012 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Jl. Dangko lr 
31 no.1 Makassar. 
 Saksi menjelaskan bahwa dengan adanya kejadian ini saksi 
mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000.- (empat juta 
rupiah). 
 Saksi membenarkan semua keterangannya. 
 
2. Saksi Muh Bakri 
 
 Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani 
dan rohani dan akan memberikan keterangan yang 
sebenarnya. 
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 Bahwa saksi sudah mengerti sehubungan dengan Aci telah 
meminjam uang kepada orang tua saya Dg. Singara. 
 Saksi menjelaskan bahwa saya kenal Aci setelah diberikan 
uang dari orang tua saya untuk menebus motornya namun 
saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya. 
 Saksi menerangkan bahwa Pada hari Jumat tanggal 02 Maret 
2012 sekitar jam 15.00 wita di Jl. Dangko lr.31 No. 1 Makassar. 
 Saya menjelaskan bahwa jadi adapun besar uang yang 
diberikan orang tua saya kepada Aci sebesar Rp. 4.000.000,- 
(empat juta rupiah) sebagai uang untuk menebus motornya 
yang selanjutnya motor tersebut dijaminkan kepada orang tua 
saya atas uang pinjaman tersebut. 
 Saksi menjelaskan bahwa jadi sepengetahuan saya kalau 
orang tua saya Dg. Singara memberikan uang pinjaman 
sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Aci untuk 
menebus sepeda motornya yang selanjutnya sepeda motor 
tersebut diberikan kepada orang tua saya Dg. Singara sebagai 
jaminan atas uang pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat 
juta rupiah). 
 Saksi menjelaskan bahwa adapun sepeda motor tersebut yaitu 
Suzuki Satria FU warnah merah nomor polisinya DD 2712 IC 
dan sesuai pengakuan Aci kalau sepeda motor tersebut 
miliknya sendiri. 
 Saksi menjelaskan bahwa awal mulanya Dg. Rate bersama 
dengan Aci datang kerumah orang tua saya Dg. Singara bahwa 
Aci mau meminjam uang dengan jaminan motor miliknya lalu 
saya memanggil orang tua saya lalu mereka cerita dan tidak 
lama kemudian orang tua saya memberikan uang kepada Aci 
sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu saya disuruh 
oleh orang tua saya untuk menemani Aci pergi mengambil 
motornya di Jl. Rappocini Makassar dengan berboncengan 
sebelum kami pergi, Aci mengeluarkan senjata/pistol dari balik 
pinggangnya kemudian memasukkan senjata tersebut kedalam 
tas dan dalam perjalanan Aci mengaku sebagai anggota Intel 
Polda. Setelah sampai dijalan Rappocini Raya saya disuruh 
untuk menunggu dilorong sedangkan Aci masuk dan tidak lama 
keluar membawa sepeda motor Suzuki Satria FU  warnah 
merah yang diserahkan kepada orang tua saya sebagai 
jaminan atas uang pinjaman tersebut lalu saya memakai motor 
tersebut sampai kerumah saya dan tidak lama kemudian lelaki 
Aci tiba dirumah bersama saya. 
 Saksi menerangkan bahwa jadi orang tua saya Dg. Singara 
mau memberikan uang pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- 
kepada Aci karena orang tua saya mengenal Aci sebagai 
anggota Intel Polda pada saat itu Aci ada gerakan seakan akan 
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memperlihatkan senjata yang terselip dipinggangnya dan Aci 
juga mengaku kalau dia adalah anggota Intel Polda. 
 Saksi menjelaskan bahwa setelah motor tersebut diserahkan 
kepada saya dan telah sampai dirumah kemudian orang tua 
saya memeriksa dan mencocokan STNK dan motor tersebut 
ternyata STNK dan motor berbeda nomor mesin dan nomor 
rangka kemudian masalah itu kami laporkan kepihak kepolisian 
dan Aci segera diamankan dan ternyata setelah tiba dikantor 
polisi ternyata Aci bukan anggota Intel Polda. 
 Saksi menjelaskan bahwa semua keterangannya adalah yang 
sebenarnya  
 
3. Saksi Adam Dg. Rate 
 
 Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani 
dan rohani dan akan memberikan keterangan yang 
sebenarnya. 
 Bahwa saksi sudah mengerti sehubungan dengan Aci 
meminjam uang kepada Dg. Singara dengan jaminan satu unit 
motor. 
 Saksi menjelaskan bahwa saya kenal dengan Aci baru dua hari 
setelah kejadian namun tidak ada hubungan keluarga atau 
pekerjaan dengannya. 
 Saksi menerangkan bahwa Pada hari Jumat tanggal 02 Maret 
2012 sekitar jam 15.00 wita di Jl. Dangko lr. 31 No. 1 Makassar. 
 Saksi menjelaskan bahwa jadi adapun uang yang diserahkan 
Aci sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah dan uang 
tersebut untuk digunakan Aci menebus motornya lalu motor 
tersebut dijadikan jaminan lagi atas uang pinjaman tersebut 
kepada Dg. Singara. 
 Saksi menjelaskan bahwa adapun sepeda motor tersebut yaitu 
Suzuki Satria FU warna merah nomor polisinya DD 2712 IC 
dan sesuai pengakuan lelaki Aci kalau sepeda motor tersebut 
adalah miliknya sendiri. 
 Saksi menjelaskan bahwa awal mulanya saya sementara 
duduk didalam rumah saya sambil minum kopi lalu karena lelaki 
Aci sudah ada didepan rumah saya dimana kebetulan rumah 
ipar saya itu berhadapan sehingga pada saat itu lelaki Aci 
memanggil saya keluar dari rumah lalu Aci mengatakan kepada 
saya bahwa dia adalah anggota Intel Polda bahkan Aci 
memperlihatkan senjata pistol yang terselip dipinggangnya 
kemudian Aci mempertanyakan bahwa ada orang disini yang 
sering terima gadai motor lalu saya katakan ada 2 (dua) orang 
yang sering terima gadai (yang saya maksud yaitu HJ. Tia dan 
Dg. Singara) namun hari ini mungkin tidak ada orangnya 
kemungkinan besok. Pada hari Jumat tanggal 02 Maret sekitar 
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pukul 07.00 wita Aci datang kerumah saya namun saya belum 
bangun lalu sekitar jam 08.00 wita saya sudah bangun dan 
lelaki Aci datang lagi kerumah dan bertemu dengan saya 
namun saya katakan belum buka tokonya sehingga saya 
menyuruh setelah shalat Jumat lelaki Aci datang lagi kerumah 
saya dan langsung bertemu dengan saya lalu saya mengantar 
Aci untuk kerumah Hj. Tia namun Hj. Tia tidak ada dana 
sehingga Aci saya antar kerumah Dg. Singara lalu saya 
bicarakan maksud kedatangan saya dengan Aci dimana saya 
katakan bahwa Aci ini akan menggadaikan motornya namun 
belum ada karena motor tersebut masih dipegang oleh 
temannya dan untuk menyakinkan bahwa motor tersebut 
miliknya Aci memperlihatkan bukti pembayaran angsuran dan 
Aci kan memberikan nomor telopon dialer namun pada saat itu 
nomor tersebut ada di handpone satunya sehingga Aci keluar 
pergi mengambil nomor handponenya tersebut sedangkan saya 
pamit pulang setelah itu saya tidak ketahui lagi, 
 Saksi menerangkan bahwa, saya percaya kalau Aci seorang 
anggota Intel Polda karena Aci memiliki senjata pistol yang 
diselipkan dipinggangnya dan motor yang dimaksud oleh Aci 
akan dijadikan jaminan telah diserahkan kepada Dg. Singara 
sebagai jaminan atas uang pinjaman tersebut dan pada saat 
penyerahan uang pinjaman tersebut saya tidak melihatnya 
namun saya ketahui kalau uang tersebut telah diserahkan 
karena sudah ada kwintansi telah dibuat, 
 Saksi menjelaskan bahwa, jadi pada saat motor tersebut 
diserahkan bersama dengan surat motor berupa STNK namun 
setelah dicek ternyata STNK dan motor tersebut berbeda, 
 Saksi menjelaskan bahwa, setelah diketahui kalau STNK dan 
motor tersebut berbeda kemudian saya menghubungi lelaki Aci 
via handpone untuk datang kerumah perempuan Dg. Singara 
dan tidak lama Aci datang kemudian saya menjelaskan bahwa 
STNK dan motor tersebut berbeda lalu  Aci mencocokan STNK 
dengan motor tersebut dan dikatakan bahwa STNK tersebut 
tertukar karena disana tempat motor ada dua jenis motor yang 
sama Suzuki Satria FU dan Aci berjanji akan menukar STNK 
tersebut lalu lelaki Aci mengambil STNK dan Plat motor 
tersebut DD 2712 IC dan dibawa pergi, 
 Saksi menjelaskan bahwa jadi adapun perbedaan tersebut 
yaitu nomor mesin dan rangka yang beda antara STNK dan 
motor Suzuki Satria FU warnah merah setelah Aci 
membawa/mengambil STNK dan Plat nomor DD 1712 IC, Aci 
banyak alasan sehingga kejadian tersebut kami laporkan 
kepihak kepolisian dan setelah kami laporkan baru kami ketahui 
kalau ternyata lelaki Aci bukan anggota Intel Polda, 
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 Saksi menjelaskan bahwa, saya masih mengenalinya karena 
kwitansi tersebutlah yang dibuat pada saat uang pinjaman 
tersebut diserahkan kepada Aci dan motor tersebut yang 
diserahkan Aci kepada Dg. Singara sebagai jaminan dan pistol 
tersebut yang dibawa/diselipkan dipinggang Aci, 
 Saksi menjelaskan bahwa, semua keterangannya adalah yang 
sebenarnya 
 
4. Saksi Ahli Muh. Ruslan 
 
 Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani 
dan rohani dan akan memberikan keterangan yang 
sebenarnya. 
 Bahwa saksi sudah mengerti sehubungan dengan adanya 
laporan mengenai penipuan dan ditemukannya seragam Polri 
dan beberapa butiran amunisi. 
 Saksi menjelaskan bahwa, adapun korban penipuan yaitu Dg. 
Singara dan pelaku penipuan dan menyimpan seragam dan 
atribut polri serta amunisi adalah Andi Rasyid R.Halim alias Aci. 
 Saksi menerangkan bahwa, saya kenal Aci setelah dia 
diamankan dikantor polsek Tamalate dan tidak ada hubungan 
kerja ataupun keluarga dengannya 
 Saksi menjelaskan bahwa, pada hari Jumat tanggal 02 Maret 
2012 sekitar jam 15.00 wita di Jl. Dangko lr. 31 No. 1 Makassar. 
 Saksi menjelaskan bahwa dengan cara Aci meminjam uang 
kepada Dg. Singara dengan menjaminkan sepeda motor 
miliknya dimana pada saat itu Aci mengaku sebagai anggota 
Intel Polda namun setelah Dg. Singara diserahkan sepeda 
motor sebagai jaminan kemudian diperiksa dan dicocokan 
dengan STNK yang ada namun berbeda dengan nomor mesin 
dan rangka sehingga hal tersebut dilaporkan kepihak Polsek 
Tamalate. 
 Saksi menjelaskan bahwa, setelah pihak Polsek Tamalate 
menerima laporan tersebut bahwa ada seseorang yang 
mengaku sebagai anggota Intel Polda telah melakukan 
penipuan dengan meminjam uang dan menjaminkan satu unit 
sepeda motor dan memberikan STNK motor yang berbeda 
dengan identitas motor tersebut Aci diamankan kemudian 
dilakukan interogasi bahwa apakah dia benar anggota Intel 
Polda sesuai pengakuannya dengan Dg. Singara dan dikatakan 
bahwa Aci bukan anggota Intel Polda itu hanya pengakuannya 
saja agar Dg. Singara percaya dan mau memberikan uang 
pinjaman. Lalu Aci dibawa kerumah kost dan dikamarnya 
ditemukan baju serta atribut Polri dan 3 (tiga) butir amunisi 
senjata. 
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 Saksi menjelaskan bahwa Aci diamankan kemudian dilakukan 
interogasi dan pengeledahan dikamar kostnya lalu Aci 
mengakui bahwa dia menyimpan atribut Polri dan setelah 
dilakukan pengeledahan ditemukan seragam serta atribut Polri 
serta 3 (tiga) butir amunisi senjata. 
 Saksi menerangkan bahwa, Aci menyimpan seragam dan 
atribut Polri serta amunisi hanya untuk gagah-gagahan saja 
karena Aci terobsesi menjadi anggota Polri. 
 Saksi menjelaskan bahwa, Aci menyimpan amunisi tersebut 
tanpa ijin dan seragam serta atribut polri dan amunisi tersebut 
bisa berada pada Aci karena Aci menemukan sebuah tas 
dihalte depan kampus UNM Parang Tambung Makassar yang 
berisikan seragam dan atribut Polri serta 3 (tiga) butir amunisi. 
 Saksi menjelaskan bahwa, jadi sesuai pengakuannya kalau 
seragam dan atribut polri serta amunisi senjata tersebut adalah 
milik Aci yang disimpan didalam kamarnya. 
 Saksi menjelaskan bahwa satu unit motor Suzuki Satria FU DD 
2712 IC, 1 (satu) lembar pakaian Dinas Harian Polri dengan 
tanda pangkat Ispektur Dua Polisi dengan Brivet Samada dan 
Brivet Scuba Diving, 1 (satu) lembar pakaian PDH Polwan, 3 
(tiga) lembar pas foto Andi Rasyid R.Halim Alias Aci dengan 
menggunakan seragam PDH POLRI dengan pangkat Inspektur 
Dua Polisi, 1 (satu) sarung senjata api pistol, 2 (dua) butir 
amunisi/peluru senjata api jenis pistol revolver, 1 (satu) butir 
peluru/amunisi senjata api jenis M-16, 1 (satu0 lambing reskrim 
berupa kalung ID Penyidik Pembantu, 1 (satu) lembar kwitansi 
tanda terimah uang dari Dg.Singara senilai Rp. 4.000.000,- 
(empat juta rupiah), 1 (satu) pasang plat motor DD 2712 IC dan 
1 (satu) plat nomor sepeda motor DD 4888 JU. Masing-masing 
plat nomor tersebut adalah motor Suzuki Satria FU yang 
dijaminkan kepada Dg. Singara atas pinjaman uang. 
 Saksi menjelaskan bahwa semua keterangannya adalah yang 
sebenarnya. 
 Dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa ANDI 
RASYID R.HALIM yang pada pokoknya menerangkan sebagai 
berikut: 
 
5. Terdakwa Andi Rasyid R.Halim Alias Aci 
 
 Tersangka menjelaskan bahwa saat diperiksa ia dalam 
keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan 
keterangan yang sebenarnya. 
 Terdakwa mengerti sebabnya sehubungan dengan saya 
meminjam uang dengan mengaku sebagai anggota POLRI. 
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 Tersangka menjelaskan dalam pemeriksaan selaku tersangka 
ia untuk sementara tidak perlu di dampingi oleh penasehat 
hukum atau pengacara. 
 Tersangka menjelaskan bahwa saya dilahirkan di Bau-Bau 
tanggal 2 Juni 1988 dari ibu saya Sri Nur Kadri dan ayah saya 
bernama Rustam, saya anak pertama dari tujuh bersaudara, 
sekarang kuliah STIE TRI DARMA semester IV fakultas 
Ekonomi, tidak mempunyai pekerjaan, belum menikah dan 
tinggal di Jl. Kumala Permai No. 76 Makassar. 
 Tersangka menjelaskan bahwa saya meminjam uang dari Dg. 
Singara sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). 
 Tersangka menjelaskan bahwa Pada Hari Jumat tanggal 2 
Maret 2012 sekitar jam 14.30 wita di Jl. Dangko No. 1 
Makassar. 
 Tersangka menerangkan bahwa jadi sebelum saya meminjam 
uang saya tidak kenal dengan Dg. Singara yang saya kenal 
hanya tetengganya yaitu Dg. Rate. 
 Tersangka menjelaskan adapun maksud saya meminjam uang 
dari Dg. Singara sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) 
untuk saya menebus motor saya dan saya dapat meminjam 
uang dari Dg. Singara melalui Dg. Rate dimana saya 
menyatakan bahwa dimana ada orang yang bisa terima gadai 
motor kemudian lelaki Dg. Rate membawa dan 
mempertemukan saya dengan Dg. Singara. 
 Tersangka menjelaskan bahwa adapun kesepakatan saya yaitu 
uang pinjaman yang saya terima dari Dg. Singara sebesar Rp. 
4.000.000,- (empat juta rupiah) saya akan kembalikan dalam 
jangka 1 (satu) bulan dimana saya memberikan jaminan satu 
unit sepeda motor Suzuki Satria FU DD 2712 IC. 
 Tersangka menjelaskan bahwa jadi pada saat saya datang 
kerumah Dg.singara untuk meminjam uang saya 
belummembawa motor tersebut nanti setelah saya diberikan 
uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) baru saya 
pergi menebus motor tersebut kemudian saya membawa motor 
tersebut ke Dg. Singara sebagai jaminan atas uang pinjaman 
tersebut dan Dg. Singara menganggap bahwa saya seorang 
anggota POLRI karena ada senjata/pistol yang say selipkan 
dipinggang dilihat oleh Dg. Singara. 
 Tersangka menjelaskan bahwa jadi saya bukan anggota POLRI 
dan senjata yang saya selipkan dipinggang saya adalah senjata 
mainan yang mirip dengan senjata api revolver. 
 Tersangka menjelaskan bahwa jadi saya membawa senjata 
mainan mirip senjata api jenis revolver yang saya selipkan 
dipinggang agar kalau orang melihatnya maka orang anggap 
saya sebagai anggota POLRI dan saya sering membawa 
senjata mainan tersebut. 
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 Tersangka menjelaskan bahwa jadi motor Suzuki Satria FU DD 
2712 IC tersebut milik saya dan motor tersebut sudah saya 
serahkan/jaminkan kepada Dg. Singara. 
 Tersangka menjelaskan bahwa jadi pada saat saya 
menyerahkan motor tersebut kepada Dg. Singara saya 
menyerahkan juga STNK namun STNK tersebut bukan STNK 
motor Suzuki Satria FU DD 2712 IC dan motor Suzuku Satria 
FU DD 2712 IC mempunyai STNK dengan nomor polisi yang 
sama namun nomor rangka dan nomor mesin berbeda. 
 Tersangka menjelaskan bahwa 1 (satu) lembar pakaian dinas 
harian Polri dengan tanda pangkat Inspektur Dua Polisi dan 
IPDA Brivet Samapta dan scuba Dliving, 1 (satu) lembar 
pakaian dinas harian (PDH) Polri jenis Polwan, 3 (tiga) lembar 
pas photo Andi Rasyid R.Halim Alias Aci dengan menggunakan 
PDH POLRI  dengan pangkat Inspektur Dua Polisi, 1 (satu) 
sarung senjata api pistol, 1 (satu) butir amunisi /peluru senjata 
api jenis pistol revolver, 2 (dua) butir amunisi/peluru senjata api 
jenis laras panjang M 16, 1 (satu) lambing reskim jenis kalung 
ID Penyidik Pembantu. Jadi semua atribut POLRI tersebut 
adalah milik saya yang ditemukan dikamar saya dan semua 
atribut tersebut saya temukan di halte Universitas Negeri 
Makassar. 
 Tersangka menjelaskan jadi saya berfoto dengan 
menggunakan seragam Polri berpangkat Inspektur Dua Polisi 
karena saya terobsesi menjadi seorang anggota POLRI dan 
untuk gagah-gagahan, dan terhadap 3 (tiga) butir 
peluru/amunisi tersebut saya memperoleh bersamaan dengan 
atribut Polri tersebut di Halte Universitan Negeri Makassar. 
 Tersangka menjelaskan bahwa saya menyimpan dan 
menguasai ketiga peluru/amunisi tersebut untuk gagah-
gagahan. 
 Tersangak menjelaskan bahwa saya mengetahui kalau 
menyimpan amunisi/peluru tanpa hak adalah perbuatan 
melanggar undang-undang. 
 Tersangka membenarkan semua keterangannya 
 
2. Amar Putusan 
Setelah melalui proses dipersidangan, maka pada akhirnya Majelis 
Hakim membacakan putusannya yang memuat hal-hal sebagai berikut : 
1. Menyatakan terdakwa Andi Rasyid R.Halim Alias Aci terbukti 
secara sah menyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana 
“PENIPUAN DAN TANPA HAK MENYIMPAN SENJATA API 
ATAU AMUNISI”; 
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2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan 
pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; 
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan; 
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi tanda 
terima uang dari Singara senilai Rp. 4.000.000.- (empat juta 
rupiah) 1 (satu) buah mainan yang berbentuk menyerupai pistol, 1 
(satu) sarung senjata api sejenis pistol, 1 (satu) lembar pakaian 
dinas harian (PDH) Polri dengan tanda pangkat IPDA dengan 
Brivet Samapta dan scuba Dliving, 1 (satu) lembar pakaian dinas 
harian (PDH) Polri jenis Polwan, 3 (tiga) lembar pas photo Andi 
Rasyid R.Halim mengenakan PDH dengan IPDA, 1 (satu) butir 
amunisi/peluru senjata api jenis pistol revolver, 2 (dua) butir 
amunisi/peluru senjata api jenis laras panjang M16, 1 (satu) 
lambing reskim jenis kalung ID penyidik pembantu, dirampas 
untuk dimusnakan, 1 (satu) pasang plat nomor jenis sepeda motor 
dengan nomor DD 2712 IC, 1 (satu plat nomor jenis sepeda motor 
dengan nomor DD 4888 JU, 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria 
FU warnah merah tanpa plat, 1 (satu) lembar STNK Motor DD 
2712 atas nama Saing Pamme dikembalikan kepada yang paling 
berhak. 
6. Menetapkan supaya terpidana membebani untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
C. Komentar Penulis 
Sebelum Hakim menerapkan Hukum Pidana dalam Putusan Perkara 
Nomor : 747/Pid.B/2012/PN.MKS. Terlebih dahulu Hakim menerapan 
Hukum Pidana dari suatu Dakwaan Penuntut Umum dan Tuntutan 
Penuntut Umum. Penerapan hukum pidana dalam kasus ini akan ditelaah 
dari segi hukum pidana formal maupun hukum pidana materil. 
a. Dakwaan Penuntut Umum 
Pertama-tama akan ditinjau hukum pidana dalam surat penerapan 
dakwaan penuntut umum. Dakwaan merupakan dasar penting hukum 
acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam dakwaan, Hakim 
akan memeriksa perkara tersebut. Untuk dapat dijatukan ke pengadilan, 
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suatu Surat Dakwaan harus memenuhi syarat-syarat yang telah 
ditetapkan dalam Pasal 143 (2) KUHAP. 
Dakwaan dalam perkara ini merupakan dakwaan perbarengan tindak 
pidana (concursus) karena terdakwa di tuntut melakukan 2 (dua) delik 
sekaligus yang telah terbukti bersalah. 
Menurut pandangan doktrin ilmu acara pidana, syarat-syarat 
dakwaan dibagi menjadi syarat formil dan syarat materil. 
1. Syarat Formil 
Syarat formil adalah syarat yang berkenaan dengan formalitas 
pembuatan Surat Dakwaan. Syarat formil suatu surat dakwaan terdapat 
dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, sebagai berikut : 
(2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal 
dan ditandatangani serta berisi : 
a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis 
kelamin, kebangsan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan 
tersangka; 
 
Jika dicermati surat dakwaan dalam kasus ini sebagai dasar 
diajukannya Andi Rasyid R.Halim Alias Aci, maka dalam surat dakwaan 
tersebut telah diuraikan tentang hal-hal yang menjadi syarat formal suatu 
surat dakwaan, seperti berikut : 
Nama Lengkap : ANDI RASYID R. HALIM  Alias ACI 
Tempat Lahir  : Bau-Bau 
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 3 Juni 1987 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Kewarganegaraan  : Indonesia 
Tempat Tinggal  : Jl. Kumala Permai No. 76     Makassar 
Agama  : Islam 
Pekerjaan  : Mahasiswa 
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Setelah Penulis cermati surat dakwaan tersebut, telah memenuhi 
syarat formal surat dakwaan karena memuat nama lengkap, tempat lahir, 
umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, 
agama, dan pekerjaan terdakwa, serta telah ditandatangani dan dibubuhi 
tanda tangan. 
2. Syarat Materil 
Disamping syarat formil tersebut, ditetapkan pula bahwa surat 
dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap 
mengenai tindak pidana itu dilakukan. Syarat dalam peraktik disebut 
syarat materil sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP : 
b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak 
pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan 
tempat tindak pidana itu dilakukan. 
 
Secara materil suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi 
syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara 
bulat dan utuh tentang : 
a. Tindak pidana yang dilakukan; 
b. Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut; 
c. Dimana tindak pidana dilakukan; 
d. Bilamana atau kapan tindak pidana dilakukan; 
e. Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan; 
f. Akibat yang timbul tindak pidana tersebut (delik materil) 
g. Apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana 
tersebut (delik materil) 
h. Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan. 
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Komponen-komponen tersebut secara kasuistik harus disesuaikan 
dengan jenis tindak pidana yang didakwakan (apakah tindak pidana 
tersebut termasuk delik formil atau delik materil). Tidak terpenuhinya 
syarat formil surat dakwaan dapat dibatalkan (vernietigbaar), sedangkan 
tidak terpenuhinya syarat materil menyebabkan dakwaan batal demi 
hukum (absolute niettig). 
Surat dakwaan dalam perkara ini menurut pengamatan Penulis juga 
telah memenuhi syarat materil dari suatu syarat dakwaan. Surat dakwaan 
tersebut telah memuat hal-hal yang menjadi syarat materil dakwaan 
secara jelas dan terperinci. 
Untuk membuktikan dakwaan serta menjatuhkan Putusan dalam 
suatu persidangan, dilakukan proses pembuktian. Proses pembuktian ini 
mempergunakan alat bukti yang telah ditetapkan seperti yang terdapad 
dalam Pasal 184 KUHAP : keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, 
surat, dan keterangan terdakwa. Untuk dapat diajukan ke Pengadilan 
manapun untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang harus memenuhi 
syarat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah diantaranya alat-alat bukti yang 
disebutkan dalam KUHP. 
Dalam perkara melibatkan Andi Rasyid R. Halim Alias Aci tersebut, 
telah terungkap fakta-fakta dalam persidangan yang diperoleh dari 
keterangan 3 orang saksi, 1 orang ahli, 16 alat bukti, keterangan terdakwa 
dan petunjuk.  
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b. Tuntutan Penuntut Umum 
Selanjutnya, akan dibahas mengenai tuntutan Penuntut Umum telah 
mengajukan tuntutannya kepada Majelis Hakim sebagaimana telah 
dipaparkan sebelumnya. Surat tuntutan tersebut terdiri dari 5 (lima) 
bagian. Bagian-bagian yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
a. Pendahuluan, berisi tentang risalah latar belakang surat 
tuntutan, memuat identitas lengkap terdakwa, dan rincian 
dakwaan. 
b. Tentang alat bukti, berisi tentang fakta-fakta yang terungkap 
dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti 
yang telah diajukan. Alat bukti tersebut berupa keterangan saksi, 
keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. 
c. Fakta hukum, berisi tentang fakta-fakta hukum sebagai dasar 
dibuktikannya dakwaan. 
d. Analisa yuridis, berisi tentang pembuktian mengenai rumusan 
pasal yang telah dicocoki oleh terdakwa serta menguraikan 
unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. 
e. Kesimpulan, berisi tentang pertimbangan Penuntut Umum dalam 
mengajukan tuntutan pidana dan berisi tentang apa yang 
menjadi tuntutan Penuntut Umum kepada Majelis Hakim 
terhadap terdakwa. 
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Dari uraian diatas mengenai Tuntutan Penuntut Umum dalam 
Putusan Perkara Nomor : 747/Pid.B/2012/PN.MKS telah sesuai dari ke 5 
bagian-bagian tersebut. 
Berdasarkan dari Dakwaan Penuntut Umum dan Tuntutan Penuntut 
Umum yang di tinjau dari segi hukum pidana formil maupun materil 
merupakan suatu penerapan hukum pidana yang telah sesuai 
berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 747/Pid.B/2012/PN.MKS. Setelah 
melihat dari suatu Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum secara 
formalitas yang harus ada dalam putusan hakim, baik terhadap putusan 
tindak pidana penipuan maupun tindak pidana pada umumnya 
berdasarkan penerapan hukum pidana materil dan formil yaitu : 
1. Berdasarkan Hukum Pidana Formil 
Secara umum formalitas yang harus ada dalam putusan hakim, baik 
terhadap putusan tindak pidana penipuan maupun tindak pidana pada 
umumnya bertitik tolak pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, seperti 
berikut ini : 
Pasal 197 KUHAP : 
Surat putusan pemidanaan memuat : 
a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. 
b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, agama, dan 
kepercayaan terdakwa; 
c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; 
d. Pertimbangan yang disusun secara ringkat mengenai fakta-fakta 
keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari 
pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan 
terdakwa; 
e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; 
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f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai 
keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa; 
g. Hari tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim, kecuali 
perkara diperiksa oleh hakim tunggal; 
h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi 
semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan 
kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; 
i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan 
menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai 
barang bukti; 
j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan 
dimana letaknya kepalsuan itu. Jika terdapat surat otentik 
dianggap palsu; 
k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau 
dibebaskan; 
l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim 
yang memutuskan dan nama panitera. 
 
Berdasarkan pengamatan Penulis pada Putusan Perkara Nomor: 
747/Pid.B/2012/PN.MKS, putusan tersebut telah memenuhi rumusan 
Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Jika ada unsur-unsur yang tidak terpenuhi 
oleh suatu putusan berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut, 
maka bisa saja putusan tersebut batal demi hukum. Ketentuan tersebut 
diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP, sebagai berikut : 
Pasal 197 KUHAP : 
(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, 
h, j, k, dan l maka pasal ini mengakibatnkan putusan batal demi 
hukum. 
 
Pada penjelasan Pasal 197 (2) KUHAP tersebut dijelaskan bahwa 
kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h apabila terjadi kekhilafan 
dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan 
batalnya putusan demi hukum. Sesuai dengan pengamatan Penulis 
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bahwa dalam Putusan Perkara Nomor: 747/Pid.B/2012/PN.MKS, sesuai 
Pasal 197 ayat (1) KUHAP pada huruf e dan h Hakim Ketua H. Mahyuti, 
S.H.,M.H keliru dalam penulisan atau putusan pada pernyataan kesalahan 
terdakwa yaitu dalam putusan dinyatakan Pengelapan tetapi menimbang 
Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Setelah Penulis meneliti di 
Pengadilan Negeri Makassar dengan mewawancarai salah satu Hakim 
yang mengadili Putusan Perkara Nomor: 747/Pid.B/2012/PN.MKS yaitu 
Maxi Sigarlaki, S.H sebagai Hakim Anggota menyatakan bahwa Hakim 
Ketua H. Mahyuti, S.H.,M.H keliru dalam penulisan atau pengetikan dari 
suatu pernyataan kesalahan terdakwa yang seharusnya terdakwa diadili 
dengan Penipuan bukan Penggelapan karena semua tuntutan dan 
menimbang Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan tidak ada kaitannya 
dengan penggelapan hanya tentang Penipuan Dan tanpa Hak Menguasai 
Senjata Api atau Amunisi. 
Selain itu, dalam putusan juga perlu diperhatikan Pasal 195 dan 
Pasal 200 KUHAP, sebagai berikut : 
Pasal 195 KUHAP : 
Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan 
hukum apabila diucapkan disidangkan terbuka untuk umum. 
 
Pasal 200 KUHAP : 
Surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika 
setelah putusan itu diucapkan. 
 
Menurut pengamatan Penulis, Putusan Nomor: 747/Pid.B/2012/PN. 
MKS tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal suatu putusan, baik 
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yang tercantum dalam Pasal 197 KUHAP, Pasal 195 KUHAP, maupun 
Pasal 200 KUHAP. 
2. Berdasarkan Hukum Pidana Materil 
Pada Putusan Perkara Nomor: 747/Pid.B/2012/PN.MKS, Penulis 
akan membahas mengenai penerapan hukum pidana materil. Seperti 
yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa dalam menyusun dakwaan 
Jaksa menggunakan dakwaan alternatif. Oleh karena dakwaan Penuntut 
Umum tersebut disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka 
konsekuensi yuridis dari dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut 
adalah Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang akan di 
pertimbangkan terhadap diri atau perbuatan tersebut. 
Menurut Penulis Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan 
pertama yaitu Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut : 
1. Barangsiapa 
2. Dengan maksud untuk menguntung diri sendiri atau orang lain 
secara melawan hukum 
3. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak 
penipuan (nama palsu, martabat palsu, atau keadaan palsu, 
tipu muslihat, dan rangkaian kata bohong). 
 
Berikut ini Penulis akan menguraikan unsur-unsur Pasal 378 KUHP 
jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan 
tersebut: 
1. Unsur “BarangSiapa”. 
Bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah siapa saja orangnya 
sebagai subyek hukum atau siapa saja yang didakwakan melakukan 
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perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan, bahwa yang 
dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa adalah Andi Rasyid 
R. Halim Alias Aci yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana 
disebutkan dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di depan 
persidangan. 
Dengan demikian unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi dan terbukti 
secara sah menurut hukum. 
2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain secara melawan hukum”: 
Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk 
dan adanya barang bukti yang telah dipersidangkan, maka diperoleh fakta 
sebagai berikut : 
 Terdakwa Andi Rasyid R.Halim Alias Aci pada hari Jumat 
tanggal 2 Maret 2012 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di 
Dangko Lorong 31 No. 1 Kelurahan Balang Baru Kecamatan 
Tamalate Kota Makassar telah melakukan penipiuan berupa 
uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); 
 Terdakwa benar kenal dengan saksi korban yang bernama Dg. 
Singara dan terdakwa telah menerima uang dari saksi korban 
sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan disertai 
kwitansi; 
 Bahwa benar kejadiannya berawal dari terdakwa Andi Rasyid R. 
Halim Alias Aci mendatangi rumah saksi korban Dg. Singara dan 
terdakwa pada saat datang kerumah saksi korban tersebut, 
terdakwa mengaku kepada saksi korban bahwa terdakwa adalah 
anggota Intel Polda sambil terdakwa membawa pistol mainan 
yang diselipkan di pinggang terdakwa dengan maksud terdakwa 
agar saksi korban yakin bahwa terdakwa adalah benar-benar 
yakin bahwa terdakwa adalah benar anggota polisi setelah 
terdakwa memperlihatkan foto terdakwa yang memakai seragam 
polisi, selanjutnya terdakwa datang kerumah saksi korban Dg. 
Singara tersebut dengan tujuan untuk meminjam uang kepada 
saksi korban. 
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 Bahwa Benar setelah terdakwa berhasil menyakinkan saksi 
korban bahwa terdakwa adalah anggota polisi, terdakwa 
langsung meminta uang korban sebnyak Rp. 4.000.000,- (empat 
juta rupiah) dan saksi korban Dg. Singara langsung 
menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa benar anggota 
polisi dan terdakwa juga menyerahkan jaminan kepada saksi 
korban berupa 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 
dengan Nomor Polisi DD 1721 IC namun terdakwa menyerahkan 
STNK sepeda motor tersebut dengan STNK motor yang palsu 
hal tersebut diketahui saksi korban Dg. Singara setelah terdakwa 
menyerahkan STNK tersebut kepada saksi korban, saksi korban 
langsung mencocokan STNK tersebut dengan sepeda motor 
milik terdakwa (DD 2712 IC) namun bukan STNK yang asli atau 
bukan STNK sepeda motor dengan nomor polisi DD 2712 IC 
yang diserahkan terdakwa kepada saksi korban bahwa terdakwa 
akan datang kerumah saksi korban untuk menyerahkan STNK 
sepeda motor yang asli atau STNK sepeda motor yang 
sebenarnya namun terdakwa hanya memberikan janji-janji palsu 
kepada saksi korban hingga akhirnya saksi korban merasa 
curiga bahwa terdakwa telah menipu saksi korban kemudian 
saksi korban akhirnya melaporkan terdakwa; 
 Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Dg. 
Singara mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 
4.000.000,-(empat juta rupiah). 
 
Dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain secara melawan huku” telah terpenuhi dan terbukti 
secara sah menurut hukum. 
3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabak palsu, 
dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, 
menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang 
sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun 
menghapuskan piutang”: 
Berdasarkan Keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk 
dan adanya barang bukti yang telah dipersidangkan, maka diperoleh fakta 
sebagai berikut : 
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 Bahwa benar terdakwa Andi Rasyid R.Halim Alias Aci pada hari 
Jumat tanggal 2 Maret 2012 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat 
di Dangko Lorong 31 No. 1 Kelurahan Balang Baru Kecamatan 
Tamalate Kota Makassar telah melakukan penipiuan berupa 
uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); 
 Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi korban yang 
bernama Dg. Singara dan terdakwa telah menerima uang dari 
saksi korban sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) 
dengan disertai kwitansi; 
 Bahwa benar kejadiannya berawal dari terdakwa Andi Rasyid R. 
Halim Alias Aci mendatangi rumah saksi korban Dg. Singara dan 
terdakwa pada saat datang kerumah saksi korban tersebut, 
terdakwa mengaku kepada saksi korban bahwa terdakwa adalah 
anggota Intel Polda sambil terdakwa membawa pistol mainan 
yang diselipkan di pinggang terdakwa dengan maksud terdakwa 
agar saksi korban yakin bahwa terdakwa adalah benar-benar 
yakin bahwa terdakwa adalah benar anggota polisi setelah 
terdakwa memperlihatkan foto terdakwa yang memakai seragam 
polisi, selanjutnya terdakwa datang kerumah saksi korban Dg. 
Singara tersebut dengan tujuan untuk meminjam uang kepada 
saksi korban. 
 Bahwa Benar setelah terdakwa berhasil menyakinkan saksi 
korban bahwa terdakwa adalah anggota polisi, terdakwa 
langsung meminta uang korban sebnyak Rp. 4.000.000,- (empat 
juta rupiah) dan saksi korban Dg. Singara langsung 
menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa benar anggota 
polisi dan terdakwa juga menyerahkan jaminan kepada saksi 
korban berupa 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 
dengan Nomor Polisi DD 1721 IC namun terdakwa menyerahkan 
STNK sepeda motor tersebut dengan STNK motor yang palsu 
hal tersebut diketahui saksi korban Dg. Singara setelah terdakwa 
menyerahkan STNK tersebut kepada saksi korban, saksi korban 
langsung mencocokan STNK tersebut dengan sepeda motor 
milik terdakwa (DD 2712 IC) namun bukan STNK yang asli atau 
bukan STNK sepeda motor dengan nomor polisi DD 2712 IC 
yang diserahkan terdakwa kepada saksi korban bahwa terdakwa 
akan datang kerumah saksi korban untuk menyerahkan STNK 
sepeda motor yang asli atau STNK sepeda motor yang 
sebenarnya namun terdakwa hanya memberikan janji-janji palsu 
kepada saksi korban hingga akhirnya saksi korban merasa 
curiga bahwa terdakwa telah menipu saksi korban kemudian 
saksi korban akhirnya melaporkan terdakwa; 
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Dengan demikian unsur dalam dakwaan pertama diatas melanggar 
Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah 
menurut hukum. 
Bahwa selanjutnya telah dibuktikan dakwaan yang kedua melanggar 
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 / LN No. 78 
Tahun 1951, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut : 
1. Unsur “BarangSiapa” 
Bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah siapa saja orangnya 
sebagai subyek hukum atau siapa saja yang didakwakan melakukan 
perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan kami, bahwa 
yang dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa adalah 
terdakwa Andi Rasyid R.Halim Alias Aci yang telah membenarkan 
identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang telah 
dibacakan di depan persidangan. 
Dengan demikian unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi dan terbukti 
secara sah menurut hukum. 
2. Unsur “Yang Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia membuat, 
menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau 
mencoba menyerahkan, menguasai atau membawa, 
mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam 
miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 
mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu 
senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”. 
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Bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, 
petunjuk dan adanya barang bukti yang telah dipersidangkan, maka 
diperoleh fakta sebagai berikut : 
 Bahwa benar terdakwa Andi Rasyid R.Halim Alias Aci pada hari 
Minggu tanggal 4 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 Wita, 
bertempat di Kamar kos terdakwa yang beralamat di Jl. Kumala 
Permai No. 76 Makassar. 
 Bahwa benar, terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Dg. 
Singara kemudian atas laporan korban ke pihak yang berwajib, 
petugas langsung melakukan pengembangan ke rumah kos 
terdakwa yang beralamat di jalan Kumala dengan tujuan petugas 
untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari hasil 
peneipuan yang dilakukan oleh terdakwa Andi Rasyid R.Halim 
Alias Aci selanjutnya di rumah kos terdakwa tersebut petugas 
telah menemukan 3 (tiga) butir amunisi beserta dengan atribut 
pakaian seragam Polri milik terdakwa Aci dengan tidak memiliki 
izin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungannya dengan 
pekerjaan terdakwa Aci karena dia adalah seorang mahasiswa. 
 
Berdasarkan uraian-uraian dari Penerapan Hukum Hakim pada Surat 
Dakwaan, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pembuktian dan Alat Bukti 
serta Keterangan Saksi, Saksi Ahli dan Terdakwa, dalam perkara ini 
bahwa seluruh unsur-unsur yang dikehendaki dalam Dakwaan pertama 
“Melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” dan 
dakwaan kedua melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 
12 Tahun 1951/LN No. 78 Tahun 1951. Maka terdakwa Andi Rasyid 
R.Halim Alias Aci telah melakukan tindak pidana Penipuan Dan Tanpa 
Hak menguasai Senjata Api atau amunisi. 
Dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana tersebut, 
Majelis Hakim berpatokan pada pertimbangan-pertimbangan yang 
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diperoleh selama proses persidangan. Majelis Hakim cenderung lebih 
banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis. 
Dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim 
dalam perkara tersebut, maka dalam merumuskan pertimbangan-
pertimbangannya Majelis Hakim berdasarkan pada hal-hal berikut : 
1. Berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan 
perkara tersebut; 
2. Surat dakwaan Penuntut Umum; 
3. Keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa di persidangan; 
4. Barang bukti yang diajukan di persidangan; 
5. Tuntutan pidana dari Penuntut Umum. 
Putusan Majelis Hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal, yaitu : 
1. Unsur yuridis yang merupakan unsur pertama; 
2. Unsur filosofis yang berintikan kebenaran dan keadilan; 
3. Unsur sosiologis yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang 
hidup dan berkembang dalam masyarakat. 
Demikian juga halnya putusan pemidanaan yang berdasar pada 
yuridis formal. Dalam hal ini, putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan 
hukuman pemidanaan kepada seseorang terdakwa yang berisi perintah 
untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang 
tertuang dalam pasal yang didakwakan. Diakui memang bahwa undang-
undang memberikan kebebasan terhadap Majelis Hakim dalam 
menjatuhkan berat ringannya hukuman, yakni minimal atau maksimal. 
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Akan tetapi, kebebasaan yang dimaksud adalah harus sesuai dengan 
Pasal 12 KUHP sebagai berikut : 
1. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu; 
2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut; 
3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 
(dua puluh) tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang 
pidananya Majelis Hakim boleh memilih antara pidana mati, 
pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu; 
begitu juga dalam hal batas 15 (lima belas) tahun dilampaui sebab 
tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan, atau karena 
ditentukan Pasal 52; 
4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh 
melebihi batas 20 (dua puluh) tahun. 
 
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada unsur-
unsur yang ada dalam setiap putusan tentunya Majelis Hakim dalam 
menjatuhkan putusan pemidanaan adalah harus sesuai dengan rumusan 
pasal dakwaan dalam arti Majelis Hakim terikat dengan batas minimal dan 
maksimal sehingga Majelis Hakim dapat dinilai menegakkan undang-
undang dengan benar dan tepat. 
Hakim juga mempunyai kebebasaan dan kekuasaan dalam 
menjatuhkan hukuman bagi seorang terdakwa yakni berdasarkan tuntutan 
Jaksa Penuntut Umum bahkan lebih dari apa yang dituntutkan oleh Jaksa 
Penuntut Umum sendiri. Tetapi walaupun demikian, Hakim dalam 
menjatuhkan putusan harus benar-benar mempertimbangkan segala 
aspek termasuk bahwa pemidanaan itu mempunyai efek psikologi (efek 
jera bagi pelakunya). 
Dalam Putusan Perkara Nomor: 747/Pid.B/2012/PN. MKS Majelis 
Hakim telah menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Andi Rasyid R.Halim 
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Alias Aci dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan kepada terdakwa, 
sudah cukup menimbulkan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi 
berbuatannya kerena pelaku terbukti melakukan Penipun dan Tanpa Hak 
menguasai Senjata Api atau Amunisi. 
  
83 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Penerapan hukum pidana terhadap Putusan Perkara Nomor : 
747/Pid.B/2012/PN.MKS adalah sesuai dengan Surat Dakwaan 
memenuhi syarat formil pada Pasal 142 (2) KUHAP huruf (a), 
memenuhi syarat materil dalam Pasal 142 (2) huruf (b), dan unsur-
unsur rumusan dakwaan pertama dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 
55 ayat (1) KUHP, serta dakwaan yang kedua melanggar Pasal 1 
ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 / LN No. 78 
Tahun 1951. 
2. Hakim Pengadilan Negeri Makassar dinilai dalam pertimbangan-
pertimbangan telah sesuai menurut aturan-aturan terkait dalam 
menjatuhkan putusan pada tindak pidana Penipuan dan Tanpa Hak 
Menyimpan Senjata Api atau Amunisi karena didasarkan pada hal-
hal sebagai berikut : 
a. Berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan 
perkara tersebut; 
b. Surat dakwaan Penuntut Umum; 
c. Keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa di persidangan; 
d. Barang bukti yang diajukan di persidangan; 
e. Tuntutan pidana dari Penuntut Umum 
Putusan Majelis Hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal, yaitu : 
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a. Unsur yuridis yang merupakan unsur pertama; 
b. Unsur filosofis yang berintikan kebenaran dan keadilan; 
c. Unsur sosiologis yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang 
hidup dan berkembang dalam masyarakat. 
B. Saran  
1. Hendaknya dalam menerapkan hukum yang paling tepat dalam 
suatu perkara, baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim agar 
senantiasa menggunakan analisa yang cermat dengan tetap 
memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar 
tercipta produk-produk hukum yang berkualitas dan menjunjung 
tinggi rasa keadilan sehingga tercipta keadilan yang sebenarnya. 
2. Selain tentang pemberian saksi yang tegas, Penulis juga berharap 
setiap menjatuhkan putusan agar sekiranya Majelis Hakim lebih 
memperhatikan unsur-unsur dan mepertimbangkan yang dapat 
diberatkan dan diringankan dari tuntutan terdakwa. Selain hal 
tersebut Majelis Hakim harus memperhatikan dengan jelas pada 
ketentuan Pasal 197 KUHAP dan tidak keliru dalam penulisan atau 
pengetikan pada suatau bagian huruf a, b, c, d, e, f, h, l, j, k, dan l 
dalam Pasl 197 KUHAP ayat (1).  
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